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ABSTRAK 

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI 

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) 

Oleh: 

BATIS BAIKTIAR 

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan 

kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan 

dan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan 

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut 

umum, tetapi juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Pokok yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah Jaksa Pengacara Negara yang juga memiliki 

wewenang dalam bidang perdata untuk bertindak atas nama negara. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus penelitian 

terhadap pengkajian beberapa Undang-Undang Kejaksaan dan beberapa pendapat 

melalui metode wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi 

Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun 

sumber data yang diperoleh penulis adalah melalui data primer dan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif normatif. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam 

perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut 

dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ada Surat Kuasa Khusus. 

Kewenangan JPN dalam penyelesaian perkara perdata yaitu kewenangan untuk 

melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan 

hukum lain dan pelayaanan hukum. Penyelesaian perkara perdata yang ditangani 

oleh JPN antara lain: Non litigasi dan Litigasi. Kemudian hambatan jaksa pengacara 

negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk 

mewakili instansi pemerintah daerah, karena perangkat pemerintah daerah Provinsi 

Lampung kurang memiliki pengetahuan akan peran dan fungsi JPN bagi kegiatan 

pemerintahan. 

Kata Kunci: Perdata, Kejaksaan, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara 



 
 

ABSTRACT 
 

AUTHORITIES OF THE STATE ATTORNEY PROCESS TO 

REPRESENT LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN CIVIL CASE 

SETTLEMENT 

(STUDIES IN LAMPUNG HIGH PUBLIC AGO) 

 

By 

BATIS BAIKTIAR 

 

The Prosecutor's Office is a law enforcement agency that has a strategic role and 

position, because it acts as a investigator in the process of investigation and 

examination in court. The Prosecutor's Office is a government agency that exercises 

state power in the field of prosecution and other authorities under the law. The 

authority of the Prosecutor's Office is not only as a public prosecutor, but also to 

handle Civil and Administrative cases. The point that will be discussed in this study 

is the State Attorney who also has the authority in the civil field to act on behalf of 

the state. 

This research is a normative juridical type of legal research with a research focus 

on the assessment of several Prosecutorial Laws and several opinions through the 

interview method with the State Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office. 

This research was conducted at the Lampung High Prosecutor's Office. The source 

of the data obtained by the author is through primary data and secondary data 

consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal 

materials, then interpreted using normative qualitative analysis. 

The results showed that the Prosecutor's Office has the authority in civil cases to 

represent local government agencies. This authority is exercised by the State's 

Attorney (JPN) with a Special Power of Attorney. JPN's authority in resolving civil 

cases is the authority to carry out law enforcement, legal assistance, legal 

considerations, other legal actions and legal services. Settlements of civil cases 

handled by JPN include: Non-litigation and Litigation. Then the obstacles of the 

state attorney at the Lampung High Prosecutor's Office in handling civil cases to 

represent local government agencies, because the Lampung Provincial government 

apparatus lacks knowledge of the role and function of JPN for government 

activities. 

Keywords: Civil, Prosecutor's Office, Authority of State Attorney  
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MOTTO 

 

 

 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku” 

(Filipi 4 : 13) 

 

 

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 

pada TUHAN” 

(Yeremia 17 : 7) 

 

 

 

“Make It Simple, Make It Meaningful” 

-Penulis- 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Nelgara Indonelsia melrupakan nelgara hukum selbagaimana telrtuang pada Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 yang belrbunyi “Indonelsia adalah nelgara hukum”. Pelnelgasan 

keltelntuan konstitusi ini belrmakna bahwa NKRI tidak belrdasar pada kelkuasaan 

(relchtstaat) dan pelmelrintahan belrdasarkan konstitusi, bukan absolutism 

(kelkuasaan yang tidak telrbatas). Belrdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telrselbut 

telrdapat tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung olelh seltiap warga nelgara Indonelsia 

yakni suprelmasi hukum, kelseltaraan dihadapan hukum dan pelnelgakan hukum 

delngan cara yang tidak belrtelntangan delngan hukum. (Winarno, 2012, p. 116) 

Nelgara Indonelsia adalah nelgara yang melnjunjung tinggi hukum, selbagaimana 

ungkapan “ubi socieltas ibi ius” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum 

olelh karelna itu selgala aspelk dalam pellaksanaan dan pelnyellelnggaraan nelgara diatur 

dalam suatu sistelm pelrundang-undangan. Selbab itulah untuk melwujudkan hukum 

selbagai cita-cita bangsa pelrlu adanya kelrjasama selrta campur tangan nelgara dan 

juga dari lelmbaga-lelmbaga nelgara yang ada. Hal ini belrtujuan agar telrciptanya 

kelpastian hukum, lalu kelseltaraan hukum, dan juga agar pelnelgakan hukum itu 

belrjalan selsuai amanat pelrundang-undangan yang ada. 

Nelgara Hukum melnghelndaki selgala aspelk kelhidupan dalam kelmasyarakatan, 

kelnelgaraan dan pelmelrintahan harus selnantiasa belrdasarkan atas hukum. Nelgara 

hukum melnghelndaki selgala tindakan atau pelrbuatan pelnguasa melmiliki lelgalitas 

baik belrdasarkan hukum telrtulis maupun tidak telrtulis. Dalam pelmbangunan matelri 

hukum telrselbut selnantiasa sasarannya diarahkan pada kelrangka staatsidel atau 

rachtsidelel yang telrdapat pada tatanan politik yang belrtujuan untuk telgaknya nelgara 

hukum yang delmokratis, pada tatanan sosial dan elkonomi yang belrtujuan untuk 
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melwujudkan keladilan sosial, dan pada tatanan normatif yang belrtujuan untuk 

telgaknya keladilan dan kelbelnaran dalam seltiap selgi kelhidupan masyarakat.1 Nelgara 

selbagai pelmelrintah dalam mellaksanakan tugasnya, dalam melmellihara kelamanan 

dan keltelrtiban umum, dalam melnyellelnggarakan kelmakmuran dan kelseljahtelraan 

melnggunakan hukum selbagai alat dalam belntuk pelraturan-pelraturan hukum di 

samping selbagai landasan atau dasar, juga melrupakan alat bagi nelgara.2 

Kelpastian dan keltelrtiban hukum yang belrintikan keladilan dan kelbelnaran pelrlu 

ditingkatkan selhingga hukum belnar-belnar mampu melnjadi pelngayom masyarakat, 

melmbelri rasa aman, melnciptakan lingkungan dan iklim yang melndorong 

kelgairahan, krelativitas dan partisipasi masyarakat dalam pelmbangunan selrta 

melndukung kelmantapan stabilitas nasional.3 

Dalam melwujudkan prinsip-prinsip nelgara hukum dan pelnelgakkan hukum, tidak 

hanya dipelrlukan aturan-aturan hukum, namun juga aparatur pelnelgak hukum yang 

profelssional, belrintelgritas dan disiplin yang didukung olelh sarana dan prasarana 

hukum selrta pelrilaku hukum masyarakat. Delngan belgitu, maka seltiap nelgara 

hukum sudah selharusnya melmpunyai instansi pelnelgak hukum yang belrkualifikasi. 

Pelranan aparatur pelmelrintah di Indonelsia dalam usaha pelmbangunan hukum 

melnjadi tanggung jawab instansi pelnelgak hukum yaitu Keljaksaan Agung RI, 

Delpartelmeln Kelhakiman RI, dan Kelpolisian RI. Olelh karelna Keljaksaan Agung RI 

melrupakan salah satu aparat pelnelgak hukum dan selbagai kelkuatan di dalam 

suprastruktur hukum di Indonelsia.4  

Keljaksaan melrupakan lelmbaga pelnelgak hukum yang melmpunyai pelran dan 

keldudukan yang stratelgis, karelna belrtindak sellaku filtrasi dalam prosels pelnyidikan 

dan pelmelriksaan di pelrsidangan. Keljaksaan melrupakan lelmbaga pelmelrintahan 

yang mellaksanakan kelkuasaan nelgara di bidang pelnuntutan selrta kelwelnangan lain 

 
1 Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum. (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2012), h. 148. 
2 Indonesia, Panca Graha Adyaksa, Buku Pengawasan Pokok, dikeluarkan oleh : Depertamenen 

Kejaksaan : Jakarta. 22 Juli 1965, h.20-21. 
3 Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : 

Sinar Garfika, 1994), h.11. 
4 Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : 

Sinar Garfika, 1994), h.9-10. 



3 
 

belrdasarkan undang-undang5. Selbagai lelmbaga pelnelgak hukum, Keljaksaan RI 

dikelpalai olelh Jaksa Agung yang ditunjuk dan belrtanggung jawab kelpada Prelsideln. 

Keljaksaan agung, Keljaksaan Tinggi dan Keljaksaan Nelgelri adalah salah satu 

kelsatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya 

yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Telntang Keljaksaan RI (Viswando, 

Matikda, & Saputra, 2015, p. 78) 

Keljaksaan selbagai aparat pelnelgak hukum melmpunyai tugas pokok yakni 

pelnuntutan. Belrdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Telntang Hukum Acara Pidana melnelgaskan: 

“Jaksa adalah peljabat fungsional yang dibelrikan welwelnang olelh undang-undang 

untuk belrtindak selbagai pelnuntut umum selrta mellaksanakan putusan pelngadilan 

yang tellah melmpelrolelh kelkuatan hukum teltap.” 

Di Indonelsia selbutan “Jaksa” sudah belrabad-abad lamanya digunakan yang belrasal 

dari bahasa Sanskelrta adhyaksa. Selbutan ini dipakai untuk gellar pelndelta paling 

tinggi di Kelrajaan-kelrajaan Hindu di Pulau Jawa dan telrutama dipakai untuk gellar 

hakim kelrajaan yang telrtinggi. Melnurut eljaan yang paling tua pada zaman 

pelmelrintahan Velrelelnigdel Oostindischel Compagniel/Pelrselrikatan Pelrusahaan 

Hindia Timur atau Pelrusahaan Hindia Timur Bellanda (sellanjutnya disingkat VOC) 

diabad kelelnam bellas ditulis selbagai “j-a-x-a”. 

Seljak zaman itu sampai delngan pelmelrintahan Kolonial Bellanda di tahun 1942, 

“jaxa” dan kelmudian “djaksa” dipakai selbagai selbutan untuk para Peljabat Hukum 

Bumi Putelra yang hampir sama delngan selorang magistratel dan seljak zaman 

pelndudukan Militelr Jelpang pada tahun 1942-1945, “jaksa” pada masa itu ditulis 

jaksa adalah gellar bagi para peljabat hukum yang belrwelnang melnuntut 

pelrkarapelrkara pidana.6 

Jaksa yang belrdasarkan undang-undang dibelrikan kelwelnangan untuk melnjalankan 

tugas pelnuntutan diselbut Jaksa Pelnuntut Umum (JPU). Melnelgani pelnuntut umum 

 
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 2 ayat (2). 
6 Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya.(Jakarta : Sinar Grafika, 

1995), h. 3. 
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dan pelnuntutan diatur dalam Bab x V, mulai dari Pasal 137 sampai delngan Pasal 

144. Dalam Pasal 13 KUHAP telrdapat pelngelrtian pelnuntut umum dari selgi yuridis 

yang belrbunyi: 

“Pelnuntut umum adalah jaksa yang dibelri welwelnang olelh undang-undang ini untuk 

mellakukan pelnuntutan dan mellaksanakan putusan hakim.” 

Seldangkan pelngelrtian dari pelnuntutan dijellaskan dalam Pasal 3 ayat (7) KUHAP: 

“Pelnuntutan adalah tindakan pelnuntut umum untuk mellimpahkan pelrkara pidana 

kel pelngadilan nelgelri yang belrwelnang dalam hal dan melnurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini delngan pelrmintaan supaya dipelriksa dan diputus olelh 

hakim di sidang pelngadilan.” 

Pelnuntut umum melmiliki kelwelnangan untuk mellakukan pelnuntutan telrhadap 

siapapun yang di dakwa mellakukan suatu tindak pidana dalam daelrah hukumnya 

delngan mellimpahkan pelrkara kel pelngadilan. Pelnuntut umum adalah pihak yang 

dapat melnelntukan apakah dapat dilakukan pelnuntutan atau tidak atas suatu kasus. 

Prosels pelnuntutan baru dapat dilakukan apabila hasil pelnyidikan belrkas pelrkara 

tellah lelngkap untuk sellanjutnya dilimpahkan kel pelngadilan untuk diprosels. 

(Muhammad, 2007, p. 72) 

Jaksa sellaku pelnuntut umum belrwelnang untuk melnelrima dan melmelriksa belrkas 

pelrkara pelnyidikan dari pelnyidik atau pelnyidik pelmbantu, melngadakan pra 

pelnuntutan apabila ada kelkurangan dalam pelnyidikan, melmbelri pelrpanjangan 

pelnahanan, melnyampaikan pelmbelritahuan kelpada telrdakwa telntang keltelntuan hari 

dan waktu pelrkara disidangkan yang diselrtai surat panggilan untuk datang pada 

sidang yang tellah ditelntukan, mellaksanakan pelnuntutan, melnutup pelrkara dan 

mellaksanakan pelneltapan hakim (Hadikusuma, 2010, p. 169). Selbagai pellaksana 

kelkuasaan nelgara, Keljaksaan diharapkan agar dapat belrkontribusi lelbih dalam 

pelnelgakan suprelmasi hukum, pelrlindungan kelpelntingan umum dan pelnelgakan hak 

asasi manusia. Dalam praktelk, pelrgaulan hidup dalam masyarakat maupun 

pellaksanaan kelgiatan-kelgiatan pelmelrintahan belrdasarkan hubungan hukum tidak 

jarang melnimbulkan selngkelta, yang tidak hanya melncakup aspelk hukum pidana 

saja, mellainkan juga dalam aspelk hukum pelrdata dan tata usaha nelgara. 
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Nelgara melmandang pelrlu dilakukan pelmbelntukan fungsi lain pada tubuh 

Keljaksaan, yang mana delngan fungsi telrselbut diharapkan Keljaksaan dapat 

melmbantu melnyellelsaikan selngkelta pelrdata dan tata usaha nelgaradelngan elfelktif dan 

profelssional, selhingga keljaksaan dapat lelbih belrkontribusi pada pelnelgakkan 

suprelmasi hukum, pelrlindungan kelpelntingan umum dan pelnelgakkan hak asasi 

manusia, maka dibelntuklah fungsi bidang pelrdata dan tata usaha nelgara dalam 

tubuh keljaksaan. 

Pada hakikatnya keljaksaan selbagai salah satu unsur aparatur pelmelrintah yang 

belrtugas selbagai pelnelgak hukum telrnyata tidak hanya melngelmban tugas pokok 

selbagai pelnuntut umum, teltapi juga dibelbani tugas lain telrmasuk dalam pelrkara 

pelrdata dan tata usaha nelgara, yaitu melwakili nelgara dan pelmelrintah dalam pelrkara 

pelrdata dan tata usaha nelgara (TUN). Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 Telntang Pelrubahan Atas UndangUndang Nomor 

16 Tahun 2004 Telntang Keljaksaan Relpublik Indonelsia. Keljaksaan dalam hal ini 

dapat melnjalankan tugas dan welwelnang di bidang pelrdata dan tata usaha nelgara 

selbagai jaksa pelngacara nelgara (JPN) guna melnjaga kelwibawaan pelmelrintah.7 

Selsuai keltelntuan di atas, dipelrolelh kelsimpulan bahwa Keljaksaan tidak hanya 

belrpelran selbagai pelnuntut umum, teltapi dalam hal melnangani pelrkara pelrdata dan 

tata usaha nelgara, jaksa dapat belrtindak sellaku kuasa hukum atau melwakili nelgara 

maupun pelmelrintah, mellaksanakan tugasnya baik di dalam maupun di luar 

pelngadilan. Belrdasarkan tugas dan welwelnang keljaksaan telrselbut, maka muncul 

istilah Jaksa pelngacara nelgara (JPN). Melskipun Undang-Undang Keljaksaan tidak 

melngelnal istilah Jaksa Pelngacara Nelgara (JPN) bukan belrarti maknanya tak bisa 

ditellusuri. Melnulrult Martin Basiang bahwa makna “kulasa khulsuls” dalam bidang 

kelpelrdataan selbagaimana telrcantulm dalam Ulndang-Ulndang Keljaksaan, delngan 

selndirinya idelntik delngan pelngacara. Istilah pelngacara nelgara adalah telrjelmahan 

 
7 Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai 

Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu 

Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh),Syiah Kuala Law Journal,Vol.1,No.2,2017,Hal 163. 



6 
 

dari landsadvocateln yang dikelnal dalam Staatblad 1922 No. 522 telntang 

Velrtelgelnwoordigel (keltelrwakilan) van deln Landel in Relchteln.8 

Pelngelrtian Jaksa Pelngacara Nelgara selndiri diatulr dalam pelngelrtian ulmulm Pelrja 

No.25 Tahuln 2015 angka 5, yang belrbu lnyi : “Jaksa Pelngacara Nelgara adalah 

Jaksa yang belrdasarkan Sulrat Kulasa Khulsuls mellakulkan Pelnelgakan Hulkulm dan 

Bantulan Hulku lm ataul belrdasarkan Sulrat Pelrintah mellakulkan Pelrtimbangan 

Hulkulm,Tindakan Hulkulm Lain Dan Pellayanan Hulkulm di Bidang Pelrdata Dan Tata 

Ulsaha Nelgara”.9 Selbab itul Jaksa Pelngacara Nelgara selbagai lelmbaga pelnelgak 

hulkulm dalam lingkulngan pelmelrintah elkselkultif yang paling pelnting Keljaksaan 

dalam melngelmban tulgas dan welwelnangnya diharapkan melmiliki jati diri yang 

profelsional selbagai wakil nelgara dalam pelnelgakan hulkulm. Tulgas dan welwelnang 

Jaksa Pelngacara Nelgara di bidang Pelrdata dan Tata Ulsaha julga diatu lr dalam Pasal 

444 ayat (2) Pelratulran Jaksa Agulng Relpu lblik Indonelsia Nomor 006/A/Ja/07/2017 

Telntang Organisasi Dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia dijellaskan 

bahwa, “Lingku lp bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara selbagaimana dimaksuld 

pada ayat (1) mellipulti pelnelgakan hulkulm, bantulan hulkulm, pelrtimbangan hulkulm 

dan tindakan hulkulm lain kelpada nelgara ataul pelmelrintah, mellipulti lelmbaga ataul 

badan nelgara, lelmbaga ataul instansi pelmelrintah pulsat dan daelrah, Badan Ulsaha 

Milik Nelgara ataul Daelrah di bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara ulntulk 

melnyellamatkan, melmullihkan kelkayaan nelgara, melnelgakkan kelwibawaan 

pelmelrintah dan nelgara selrta melmbelrikan pellayanan hulkulm kelpada masyarakat”. 

Belrdasarkan Pasal 24, dapat dikeltahuli bahwa yang melnjadi klieln JPN adalah selmula 

lelmbaga/badan nelgara, BUlMN/BUlMD, masyarakat dan pelmelrintah baik pulsat 

maulpuln daelrah. Seldangkan yang melnjadi tulgas JPN adalah melmbelrikan: 

1. Pelnelgakan Hulkulm; 

 
8 Muhammad Yusuf,Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, 

Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, 

Jurnal Yustika, Vol 21, No.2,2018,Hal 13. 
9 Fernanda Wahyu,Etty Susilowati,Siti Mahmudah, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan 

Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi 

Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst), Diponegoro Law Journal, Vol 5, 

No.4,2016, Hal 6. 
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2. Bantulan Hulkulm; 

3. Pelrtimbangan Hulkulm; 

4. Tindakan Hulkulm Lain; 

5. Pellayan Hulkulm. 

Dalam strulktulr organisasi Keljaksaan RI, pelnamaan fulngsi DATUlN dimullai dari 

tingkat Keljaksaan Agulng, Keljaksaan Tinggi, Keljaksaan Nelgelri sampai delngan 

Cabang Keljaksaan Nelgelri. Delngan delmikian, masalah pelrdata dan tata ulsaha 

nelgara yang timbull di tingkat pulsat, provinsi, kabulpateln/kota hingga kel delsa dapat 

diselrahkan kelpada Keljaksaan. Dibelntulknya fulngsi keljaksaan bidang DATUlN julga 

dikarelnakan adanya kelpelrlulan bagi kelgiatan pelmelrintahan, bahkan fulngsi ini tellah 

ada selbellulm kelmelrdelkaan Indonelsia delngan landasan hulkulm stb Nomor 522 Tahuln 

1922. 

Kelgiatan yang belrsifat pulblik melnyelbabkan tidak seldikit kelgiatan kelpelrdataan 

yang dilakulkan pelmelrintah dalam melnjalankan tulgasnya, selhingga dalam 

melnjalankan kelgiatan ini pelmelrintah baik pulsat maulpuln daelrah selbagai badan 

hulkulm melmelrlulkan pihak yang dapat melmbantulnya dalam bidang hulkulm dan 

keljaksaan dapat ditulnjulk ulntulk melwakili kelpelntingan pelmelrintah. Telrlelbih ulntulk 

pelmelrintah pada provinsi, selpelrti Pelmelrintah Daelrah Provinsi Lampulng. 

Pelmelrintah Daelrah Provinsi Lampulng adalah pellaksana fulngsi pelmelrintahan pada 

wilayah Provinsi Lampulng mellaluli pelratulran daelrah, melnjalankan tulgas 

pelmelrintahan melnulrult asas otonomi dan tulgas pelmbantulan delngan prinsip otonomi 

yang sellulas-lulasnya, dipimpin olelh selorang kelpala pelmelrintahan provinsi yakni 

gulbelrnulr. Pelmelrintah Daelrah Provinsi Lampulng tulndulk pada atulran hulkulmnya 

yakni Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah. 

Pada dasarnya sellulrulh kelgiatan pelmelrintahan melncakulp seltiap aspelk kelhidulpan 

masyarakat. Diantaranya belrulpa melmbelrikan pellayanan, mellakulkan pelngatulran, 

melndulstribulsikan apa yang melnjadi harta belnda dan kelkayaan daelrah, melncari 

sulmbelr daya yang dipelrlulkan ulntulk melnggelrakkan pelmelrintahan gulna 

melmpelrsiapkan individul dalam rangka u lntulk melngisi posisi pelmelrintahan gulna 

mellaksanakan pellayanan dan pelrlindulngan kelpada masyarakat dan lain selbagainya. 
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Komplelksnya tulgas dan kelgiatan pelmelrintahan, maka tidak mu lngkin instansi 

Pelmelrintah Daelrah Provinsi Lampulng tidak belrhulbulngan delngan seljulmlah 

lelmbaga lain. Seltiap langkah dan tindakan yang diambil olelh pelmelrintah akan 

melmbawa implikasi selcara langsulng kelpada pulblic dan pulblic melmpulnyai 

kelpelntingan yang sangat belsar atas selgala kelbijaksanaan pelmelrintah telrselbult. 

Delngan delmikian maka pelmelrintah harulsnya melmpelrhatikan seltiap tindakan dari 

kelbijaksanaan dalam melnjalankan roda pelmelrintahan. 

Pelmelrintah Delrah Provinsi Lampulng melmpulnya banyak selkali pelrsoalan yang 

haaruls disellelsaikan, baik dalam bidang politik, elkonomi, pelmbangulnan, sosial 

buldaya, hulkulm dan lain selbagainya. Pelrsoalan telrselbult telntulnya tidak dapat 

dipisahkan dari hulkulm. Namuln yang masih melnjadi kelndala pada Pelmelrintahan 

Provinsi Lampulng hingga saat ini adalah pada sulmbelr daya manulsia aparatulr 

pelmelrintahan yang dapat dikatakan masih rellativel kulrang melngulasai hulkulm. 

Dalam melnjalankan tulgas dan fulngsinya selbagai pelnyellelnggara daelrah, Pelmelrintah 

Daelrah Provinsi Lampulng pasti akan telrhulbulng delngan hulkulm. Olelh karelna itul 

pelrlul adanya pelran JPN ulntulk melndampingi dan melmbantul Pelmelrintah Daelrah 

Provinsi Lampulng dalam melnjalankan tulgas-tulgasnya delngan rasa aman, dan 

telrkelndali dalam melmbulat kelbijakan ataul pelndapat hulkulm, selhingga tulgas dan 

fulngsi pelmelrintah daelrah dapat telrelalisasi delngan optimal. Namuln dikeltahuli bahwa 

fulngsi Jaksa Pelngacara Nelgara masih bellulm dimanfaatkan delngan maksimal olelh 

OPD Provinsi Lampulng. Selhingga kelrap kali apabila Pelmelrintah Daelrah Provinsi 

Lampulng melnelmuli kelndala dalam melnjalankan tulgas dan fulngsinya selbagai 

pelnggelrak roda pelmelrintahan daelrah selring melngalami kelsullitan ulntulk 

melnyellelsaikan masalah telrselbult.  

Belrdasarkan u lraian di atas, pelnullis telrtarik ulntulk melngkaji lelbih dalam 

pelrmasalahan ini dalam selbulah pelnullisan laporan akhir magang elkulivalelnsi skripsi 

delngan juldull “KElWElNANGAN JAKSA PElNGACARA NElGARA DALAM 

PElNYElLElSAIAN PElRKARA PElRDATA UlNTUlK MElWAKILI INSTANSI 

PElMElRINTAH DAElRAH (STUlDI DI KElJAKSAAN TINGGI LAMPUlNG)” 
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B. Permasalahan dan Rumusan Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang, maka dapat diidelntifikasi pokok pelrmasalahan 

yang akan dibahas dalam pelnullisa skripsi ini, ialah: 

1. Bagaimana kelwelnangan jaksa pelngacara nelgara dalam melnangani pelrkara 

pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah? 

2. Bagaimana cara pelnyellelsaian pelrkara pelrdata yang ditangani olelh jaksa 

pelngacara nelgara di Keljaksaan Tinggi Lampulng? 

3. Apa yang melnjadi hambatan jaksa pelngacara nelgara di Keljaksaan Tinggi 

Lampulng dalam melnangani pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi 

Pelmelrintah Daelrah? 

2. Ruang Lingkup Permasalahan 

Rulang lingkulp pelnellitian ini mellipulti lingkulp pelmbahasan dan lingkulp bidang 

ilmul. Lingkulp pelmbahasan pelnellitian ini adalah kelwelnangan jaksa pelngacara 

nelgara dalam pelnyellelsaian pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah 

daelrah. Seldangkan lingkulp bidang ilmul dari pelnellitian ini adalah Hulkulm 

Kelpelrdataan. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tuljulan Pelnellitian 

1. Melngeltahuli dan melnganalisis kelwelnangan jaksa pelngacara nelgara dalam 

pelnyellelsaian pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah. 

2. Melngeltahuli cara pelnyellelsaian pelrkara pelrdata yang ditanngani jaksa 

pelngacara nelgara di Keljaksaan Tinggi Lampulng. 

2. Kelgulnaan Pelnellitian 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat, baik selcara teloritis maulpuln 

praktis, yaitul selbagai belrikult: 

1. Selcara Teloritis 
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Dapat melmbelrikan sulmbangan pelmikiran dalam ilmul pelngeltahulan hulkulm, 

khulsulsnya ilmu l bidang kelpelrdataan yang belrkelnaan delngan kelwelnangan jaksa 

pelngacara nelgara dalam bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara selrta melmbelrikan 

sulmbangan pelmikiran melngelnai keljaksaan dalam pelrkara pelrdata. 

2. Selcara Praktis 

a. Bagi masyarakat, pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah pelngeltahulan selrta 

wawasan telrhadap masyarakat melngelnai kelwelnangan jaksa pelngacara nelgara 

dalam melnangani pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah. 

b. Bagi pelnu llis, pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah wawasan pelnullis 

melngelnai tulgas dan fulngsi jaksa pelngacara nelgara dalam pelrkara pelrdata selrta 

dapat melndalami ilmul hulkulm telrultama dibidang hulkulm kelpelrdataan. 

c. Bagi mahasiwa, pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan tambahan litelratulr 

selrta relfelrelnsi selbagai aculan pelnellitian dan pelmbellajaran bagi para mahasiswa 

selrta salah satul syarat dalam melnelmpulh uljian sarjana Fakulltas Hulkulm. 

D. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disulsuln dalam lima bab ulntulk melmuldahkan pelmahaman telrhadap isinya. 

Selcara telrpelrinci sistelmatika pelnullisan skripsi ini selbagai belrikult: 

I. Pelndahullulan  

Bab ini belrisi pelndahullulan pelnyulsulnan skripsi yang telrdiri dari latar bellakang, 

pelrmasalahan dan rulang lingkulp, tuljulan dan kelgulnaan pelnellitian, kelrangka telori 

dan kelrangka konselptulal selrta sistelmatika pelnullisan. 

II. Tinjaulan Pulstaka 

Bab ini belrisi tinjaulan Pulstaka dari belrbagai konselp ataul kajian yang belrulbulngan 

delngan pelnyulsu lnan skripsi dan diambil dari belrbagai relfelrelnsi ataul bahan Pulstaka. 

III. Meltodel Pelnellitian 

Bab ini belrisi meltodel yang digulnakan dalam pelnellitian, telrdiri dari pelndelkatan 

masalah, sulmbelr data, pelnelntulan narasulmbelr, proseldulr pelngulmpullan dan 

pelngolahan data selrta analisis data. 
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IV. Hasil Pelnellitian dan Pelmbahasan 

Belrisi delskripsi belrulpa pelnyajian dan pelmbahasan data yang tellah didapat 

pelnellitian, telrdiri dari delskripsi dan analisis melngelnai kelwelnangan Keljaksaan 

dalam pelnyellelsaian pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi daelrah. 

V. Pelnultulp 

Belrisi kelsimpu llan ulmulm yang didasarkan pada hasil dan pelmbahasan pelnellitian 

selrta belrbagi saran selsulai delngan pelrmasalahan yang ditulnjulkkan kelpada pihak-

phak yang telrkait delngan pelnellitian. Belrisi kelsimpullan melngelnai apa yang tellah 

diulraikan dalam skripsi delngan maksu ld melmpelrjellasi ulraian telntang hasil 

pelnellitian yang dilakulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Umum Kewenangan 

A. Pengertian Kewenangan 

Melnulrult kamuls belsar bahasa indonelsia, kata welwelnang disamakan delngan kata 

kelwelnangan, yang diartikan selbagai hak dan kelkulasaan ulntulk belrtindak, kelkulasaan 

melmbulat kelpu ltulsan, melmelrintah dan mellimpahkan tanggulng jawab kelpada 

orang/badan lain.10 

Kelwelnangan adalah hak melnggulnakan welwelnang yang dimiliki selorang peljabat 

ataul institulsi melnulrult keltelntulan yang belrlakul, delngan delmikian kelwelnangan julga 

melnyangkult kompeltelnsi tindakan hulkulm yang dapat dilakulkan melnulrult kaidah-

kaidah formal, jadi kelwelnangan melrulpakan kelkulasaan formal yang dimiliki olelh 

peljabat ataul institulsi.11 

Belrdasarkan delfinisi kelwelnangan yang tellah dijellaskan diatas, pelnullis belrpelndapat 

bahwa, Kelwelnangan melrulpakan kelkulasaan yang melmiliki kelabsahan (lelgitimatel 

powelr), yang julga melrulpakan hak moral ulntulk mellaksanakan dan melmbulat 

kelpultulsan yang selsulai delngan nilai dan norma masyarakat telrmasulk pelratulran 

pelrulndang-ulndangan. 

 
10 Kamal Hidjaz.Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. 

(Makassar : Pustaka Refleksi, 2010).h 35. 
11 Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).h.99. 
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B. Bentuk-bentuk Kewenangan 

Max Welbelr melngelmulkakan belbelrapa kelwelnangan yaitul, welwelnang kharismatik, 

welwelnang tradisional, welwelnang rasional. Belrdasarkan welwelnang yang tellah 

dikelmulkakan olelh Max Welbelr telrdapat pelrbeldaan, yaitul

12: 

a. Kelwelnangan Kharismatik 

Welwelnang kharismatik didasarkan olelh kharisma, yaitul sulatul kelmampulan khulsuls 

yang ada pada diri selselorang. Orang melngakuli welwelnang telrselbult karelna adanya 

kelpelrcayaan dan pelmuljaan yang telrbulkti belrmanfaat dan belrgulna. Kelmampulan 

yang dimiliki belrada di atas kelmampulan manulsia pada ulmulmnya. contohnya 

adalah kiai, wali/ rasull dan lain-lain yang melmiliki welwelnang dilakulkan bulkan 

hanya ulntulk dirinya selndiri namuln ulntulk selgolongan orang ataul bahkan banyak 

orang. Welwelnang kharismatik belrsifat irasional, tidak diatulr olelh kaidah-kaidah 

baik kaidah tradisional maulpuln yang rasional. Olelh selbab itul welwelnang 

kharismatik bisa hilang, jika adanya pelru lbahan faham ataul mulncullnya pelrbeldaan 

faham-faham yang tidak bisa diikulti olelh orang yang melmiliki welwelnang telrselbult. 

b. Kelwelnangan Tradisional 

Welwelnang tradisional adalah welwelnang yang dimiliki selselorang ataulpuln 

selkellompok orang selcara belrsama-sama. Welwelnang tradisional dimiliki bulkan 

karelna melmiliki kharismatik namuln karelna selselorang ataul kellompok telrselbult 

melmpulnyai welwelnang dan kelkulasaan yang suldah lama dan mellelmbaga. Karelna 

lamanya melmelgang kelkulasaan, maka masyarakat melmelrcayai dan melngakuli 

kelkulasaan telrselbult. 

Welwelnang tradisional melmiliki ciri-ciri selbagai belrikult: 

a) Adanya keltelntulan dan atulran tradisional yang melngatulr dan melngikat orang 

ataul selkellompok orang yang melmelgang welwelnang dan julga masyarakatnya. 

 
12 Bimbie,“Pengertian dan Bentuk-Bentuk 

Wewenang”,http://www.bimbie.com/bentukwewenang.htm,(diakses pada 12 November 2022, 

pukul 01.30). 
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b) Adanya welwelnang yang lelbih tinggi dibandingkan kelduldulkan selselorang 

selcara individulal, 

c) Adanya tindakan belbas yang dilakulkan sellagi tidak telrjadi pelrtelntangan dan 

tidak mellanggar atulran yang belrlakul. 

d) Tidak telrdapat batasan yang jellas dan telgas antara welwelnang delngan 

kelmampulan pribadi. Sulatul hulbulngan kelkellulargaan melmpulnyai pelranan dalam 

mellaksanakan welwelnang. 

e) Welwelnang tradisional bisa pulla hilang, pelnyelbabnya bisa karelna telrlalul 

belrpelgang pada tradisi tanpa melngikulti pelrulbahan-pelrulbahan yang telrjadi di 

masyarakat. Olelh karelnanya welwelnang yang belrlandasan pada nilai-nilai 

tradisi haru ls mampul melnyelsulaikan delngan pelrulbahan-pelrulbahan yang telrjadi 

di dalam masyarakat. 

c. Kelwelnangan Rasional 

Welwelnang rasional ataul diselbult pulla welwelnang lelgal adalah welwelnang yang 

belrsandar pada hulkulm yang ada/belrlakul di masyarakat. Hulkulm yang belrlakul bisa 

hulkulm yang belrpelgang pada hulkulm agama, tradisi ataul yang lain. Agar bisa 

belrjalan delngan telnang dan damai, haru ls ditellaah bagaimana hu lbulngan antara 

sistelm hulkulm yang dibelrlakulkan selsulai delngan kelbuldayaan masyarakatnya. 

Pelrlulnya dilakulkan pelrcobaan ulntulk melngeltahuli apakah sistelm hulkulm yang 

dibelrlakulkan telrselbult cocok ataul tidak delngan sistelm kelbuldayaan yang telrdapat di 

masyarakat. Misalnya di masyarakat yang melnganult paham delmokratis, atulran dan 

hulkulm orang yang melmelgang kelkulasaan diatulr dan belrdasarkan waktul pelriodel 

kelpelmimpinannya. 

d. Relsmi dan Tidak Relsmi 

Di dalam kelhidulpan belrmasyarakat bisa dijulmpai belrbagai macam hulbulngan 

ataulpuln kelpelntingan pelngatulran, baik selcara pribadi, kellompok dan lain 

selbagainya yang hulbulngannya didasarkan pada kelpelntingan-kelpelntingan yang 

belrsifat rasional. 
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Dalam hulbulngan telrselbult tidak lelpas dari masalah melngelnai posisi, statuls 

welwelnang relsmi ataul tidak. Banyak welwelnang yang ditelmuli di kellompok-

kellompok yang belrsifat tidak relsmi karelna sifat telrbelntulknya karelna situlasi, 

kondisi, spontan, karelna faktor pelrkelnalan, dan tidak adanya atulran yang ditelrapkan 

selcara sistelmatis. 

A) Welwelnang Tidak Relsmi 

Welwelnang tidak relsmi dapat dikeltahuli pada hulbulngan antarpribadi yang belrsifat 

situlasional, spontan dan ditelntulkan olelh karaktelr dan kelpribadian. Welwelnang tidak 

relsmi ini dilaku lkan delngan cara yang tidak sistelmatis/tidak telratulr. 

B) Welwelnang Relsmi 

Welwelnang relsmi sifatnya sistelmatis, formal dan rasional. Welwelnang relsmi bisa 

dijulmpai di dalam kellompok-kellompok belsar yang di dalamnya telrdapat pelratulran-

pelratulran yang belrsifat telgas, dan teltap. 

Pada organisasi ataulpuln kellompok-kellompok belsar yang melnggulnakan welwelnang 

relsmi, kadang timbull welwelnang tidak relsmi. Belgitulpulla selbaliknya, pada 

kellompok-kellompok kelcil bisa saja welwelnang tidak relsmi diulsahakan melnjadi 

welwelnang relsmi. Biasanya karelna situlasi dan kondisi yang selring telrjadi 

pelrtelntangan ataul konflik selhingga dipelrlu lkan sulatul atulran yang sifatnya melngikat, 

telgas dan teltap. 

e. Pribadi dan Telritorial 

Kellompok-kellompok hadir dan dibelntulk karelna adanya sifat yang belrbelda-belda. 

Misalnya ada kellompok masyarakat karelna adanya pelrsamaan daelrah, hobi dan lain 

selbagainya. Inilah yang pada akhirnya melmbeldakan welwelnang pribadi dan 

telritorial. 

A) Welwelnang Pribadi  

Welwelnang pribadi melrulpakan welwelnang yang sangat belrgantulng pada ikatan yang 

kulat/solidaritas di antara anggotaanggotanya. Kelbelrsamaan melnjadi faktor yang 

ultama, karelnanya individul di dalamnya lelbih melnelkankan kelpada kelwajiban 

dibandingkan hak. Hulbulngan dan strulktulr belrsifat konselntris, dari satul titik 
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melnjadi lingkaran-lingkaran welwelnang yang lain dan seltiap welwelnang melmiliki 

kelkulasaan pelnu lh atas wilayahnya. 

B) Welwelnang Telritorial  

Welwelnang telritorial melrulpakan welwelnang belrdasarkan wilayah telmpat tinggal. 

Pada wilayah ini mulncullnya individulalismel melnjadikan kelbelrsamaan melmuldar. 

Dari pelrbeldaan belntulk welwelnang pribadi dan telritorial telrdapat kelnyataan bahwa 

keldula welwelnang telrselbult bisa saling melngisi dan belrdampingan. 

f. Telrbatas dan Melnyellulrulh 

A) Welwelnang Telrbatas 

Welwelnang Telrbatas melrulpakan welwelnang yang sifatnya telrbatas, hanya mellipulti 

satul ataul belbelrapa selktor dalam kelhidulpan. 

B) Welwelnang Melnyellulrulh 

Welwelnang melnyellulrulh adalah welwelnang yang tidak telrbatas. Misalnya sulatu l 

nelgara yang melmiliki welwelnang yang tidak telrbatas dan melnyellulru lh 

2. Tinjauan Umum Kejaksaan 

 

A. Sejarah Kejaksaan 

a) Pelriodel Selbellulm Relformasi 

Istilah Keljaksaan selbelnarnya suldah ada seljak lama di Indonelsia. Pada zaman 

kelrajaan Hindu l-Jawa di Jawa Timulr, yaitul pada masa Kelrajaan Majapahit, istilah 

dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa suldah melngacul pada posisi dan jabatan 

telrtelntul di kelrajaan. Istilah-istilah ini belrasal dari bahasa kulno, yakni dari katakata 

yang sama dalam Bahasa Sanselkelrta. 

Selorang pelnelliti Bellanda, W.F. Stulttelrhelim melngatakan bahwa dhyaksa adalah 

peljabat nelgara di zaman Kelrajaan Majapahit, telpatnya di saat Prabul Hayam Wulrulk 

telngah belrkulasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang dibelri tulgas ulntulk 

melnangani masalah pelradilan dalam sidang pelngadilan. Para dhyaksa ini dipimpin 
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olelh selorang adhyaksa, yakni hakim telrtinggi yang melmimpin dan melngawasi para 

dhyaksa tadi. 

Kelsimpullan ini didulkulng pelnelliti lainnya yakni H.H. Julynboll, yang melngatakan 

bahwa adhyaksa adalah pelngawas (opzichtelr) ataul hakim telrtinggi (oppelnrrelchtelr). 

Krom dan Van Vollelnhoveln, julga selorang pelnelliti Bellanda, bahkan melnyelbult 

bahwa patih telrkelnal dari Majapahit yakni Gajah Mada, julga adalah selorang 

adhyaksa. 

Pada masa pelnduldulkan Bellanda, badan yang ada rellelvansinya delngan jaksa dan 

Keljaksaan antara lain adalah Opelnbaar Ministelriel. Lelmbaga ini yang melnitahkan 

pelgawai-pelgawainya belrpelran selbagai Magistraat dan Officielr van Julstitiel di 

dalam sidang Landraad (Pelngadilan Nelgelri), Julrisdictiel Gelschilleln (Pelngadilan 

Julstisi) dan Hooggelrelchtshof (Mahkamah Agulng) dibawah pelrintah langsulng dari 

Relsideln/Asisteln Relsideln.Hanya saja, pada praktelknya, fulngsi telrselbult lelbih 

celndelrulng selbagai pelrpanjangan tangan Bellanda bellaka. Delngan kata lain, jaksa 

dan Keljaksaan pada masa pelnjajahan bellanda melngelmban misi telrsellulbulng yakni 

antara lain: 

1. Melmpelrtahankan selgala pelratulran nelgara. 

2. Mellakulkan pelnulntultan selgala tindak pidana. 

3. Mellaksanakan pultulsan pelngadilan pidana yang belrwelnang. 

Fulngsi selbagai alat pelngulasa itul akan sangat kelntara, khulsulsnya dalam melnelrapkan 

dellik-dellik yang belrkaitan delngan hatzaai artikelleln yang telrdapat dalam Weltboell 

van Strafrelcht (WvS). 

Pelranan Keljaksaan selbagai satul-satulnya lelmbaga pelnulntult selcara relsmi 

difulngsikan pelrtama kali olelh Ulndang-Ulndang pelmelrintah zaman pelnduldulkan 

telntara Jelpang No. 1/1942, yang kelmuldian diganti olelh Osamul Selireli No.3/1942, 

No.2/1944 dan No.49/1944. Elksistelnsi keljaksaan itul belrada pada selmula jelnjang 

pelngadilan, yakni seljak Saikoo Hoooin (pelngadilan agulng), 

Koootooo Hooin (pelngadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pelngadilan nelgelri). Pada 

masa itul, selcara relsmi digariskan bahwa Keljaksaan melmiliki kelkulasaan ulntulk: 
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1. Melncari (melnyidik) keljahatan dan pellanggaran. 

2. Melnulntult Pelrkara. 

3. Melnjalankan pultulsan pelngadilan dalam pelrkara kriminal. 

4. Melngulruls pelkelrjaan lain yang wajib dilakulkan melnulrult hulkulm. 

Belgitul Indonelsia melrdelka, fulngsi selpelrti itul teltap dipelrtahankan dalam Nelgara 

Relpulblik Indonelsia. Hal itul ditelgaskan dalam Pasal II Atulran Pelralihan UlUlD 1945, 

yang dipelrjellas olelh Pelratulran Pelmelrintah (PP) Nomor 2 Tahuln 1945. Isinya 

melngamanatkan bahwa selbellulm Nelgara R.I. melmbelntulk badan-badan dan 

pelratulran nelgaranya selndiri selsulai delngan keltelntulan Ulndang-Ulndang Dasar, maka 

selgala badan dan pelratulran yang ada masih langsulng belrlakul. 

Selcara yulridis formal, Keljaksaan R.I. tellah ada seljak kelmelrdelkaan Indonelsia 

diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agu lstuls 1945. Dula hari seltellahnya, yakni 

tanggal 19 Agu lstuls 1945, dalam rapat Panitia Pelrsiapan Kelmelrdelkaan Indonelsia 

(PPKI) dipultu lskan kelduldulkan Keljaksaan dalam strulktulr Nelgara Relpulblik 

Indonelsia, yakni dalam lingkulngan Delpartelmeln Kelhakiman.13 

Pada masa Relpulblik Indonelsia (17 Agulstuls 1950- 5 Julli 1959). Kelduldulkan 

keljaksaan sama selpelrti pada masa RIS. yaitul masulk dalam strulktu lr Delpartelmeln 

Kelhakiman. Selsulai delngan statulsnya dalam Nelgara Kelsatulan, wcwelnang Jaksa 

Agulng. yang antara lain telrtelra dalam Pasal 156 ayat 2. 157 ayat 1 dan Pasal 158 

ayat 3 KRIS selrta Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 31 ayat I UlUlMA, tidak belrlakul bagi 

jaksa Agulng pada Mahkamah Agulng Relpulblik Indonelsia. 

Delngan belrdirinya Nelgara Kelsatulan RI. Kajaksaan Agulng dari belkas Nelgara 

Bagian Relpulblik Indonelsia selmelstinya bu lbar dan tidak belrfulngsi lagi. Namuln tidak 

delmikian kelnyataannya. Keljaksaan Agulng dibelkas nelgara Bagian Relpulblik 

Indonelsia tidak jellas kapan dibulbarkan, namuln melnulrult sulrat Jaksa Agulng Tanggal 

28 Felbrulari 1951 dapat dikeltahuli bahwa Keljaksaan Agulng telrselbult masih ada 

 
13 Kejaksaan Republik Indonesia. ”Sejarah”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_ 

kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 13 November 2022, pukul 11.15) 
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kelndatipuln pelkelrjaan yang dipelrbolelhkan ulntulk ditangani hanya kasuls-kasuls lama 

yang bellulm telrsellelsaikan dan bulkan pelkelrjaan barul.14 

Keljaksaan RI telruls melngalami belrbagai pelrkelmbangan dan dinamika selcara telruls 

melnelruls selsulai delngan kulruln waktul dan pelrulbahan sistelm pelmelrintahan. Seljak 

awal elksistelnsinya, hingga kini Keljaksaan Relpulblik Indonelsia tellah melngalami 22 

pelriodel kelpelmimpinan Jaksa Agulng. Seliring delngan pelrjalanan seljarah 

keltatanelgaraan Indonelsia, kelduldulkan pimpinan, organisasi, selrta tata cara kelrja 

Keljaksaan RI, julga julga melngalami belrbagai pelrulbahan yang diselsulaikan delngan 

situlasi dan kondisi masyarakat, selrta belntulk nelgara dan sistelm pelmelrintahan. 

Melnyangkult UlndangUlndang telntang Keljaksaan, pelrulbahan melndasar pelrtama 

belrawal tanggal 30 Julni 1961, saat pelmelrintah melngelsahkan UlndangUlndang 

Nomor 15 tahuln 1961 telntang Keltelntulan-Keltelntulan Pokok Keljaksaan RI. Ulndang-

Ulndang ini melnelgaskan Keljaksaan selbagai alat nelgara pelnelgak hulkulm yang 

belrtulgas selbagai pelnulntult ulmulm (pasal 1), pelnyellelnggaraan tulgas delpartelmeln 

Keljaksaan dilakulkan Melntelri / Jaksa Agu lng (Pasal 5) dan sulsulnan organisasi yang 

diatulr olelh Kelpultulsan Prelsideln. Telrkait kelduldulkan, tulgas dan welwelnang 

Keljaksaan dalam rangka selbagai alat relvolulsi dan pelnelmpatan keljaksaan dalam 

strulktulr organisasi delpartelmeln, disahkan Ulndang- Ulndang Nomor 16 tahuln 1961 

telntang Pelmbelntulkan Keljaksaan Tinggi.15 

Pada masa Ordel Barul, Keljaksaan sellain melngalami belbelrapa pelrulbahan dalam 

kelkulasaannya julga melngalami belbelrapa kali pelrulbahan pimpinan, organisasi, dan 

tata kelrjanya. 

Pelrulbahan pimpinan pelrtama kali telrjadi pada tanggal 27 Marelt 1966 delngnn 

digantinya Melntelri/Jaksa Agulng Sultardhio olelh Brigjeln. Sulgih Arto, Asisteln I 

Melntelri/Panglima Angkatan Darat, selhari selbellulm dibulbarkannya Kabinelt 

Dwikora yang Diselmpulmakan dan diganti delngan Kabinelt Dwikora yang 

Diselmpulmnkan Lagi. Keltika itul, organisasi Keljaksaan di bawah koordinasi Wakil 

Pelrdana Melntelri Bidang Pelrtahanan dan Kelamanan yang melrangkap Melntelri 

 
14 Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.(Jakarta : PT 

Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 68 
15 Kejaksaan Republik Indonesia. ”Sejarah”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_ 

kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022 pukul 23.15). 
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Angkatan Darat, Leltjeln. Soelharto. Seltellah pelrulbahan pimpinan belrdasarkan Sulrat 

Kelpultulsan Wakil Pelrdana Melntelri Bidang Pelrtahanan dan Kelamanan No.: 

KElP/A/16/l966 Tanggal 20 Meli 1966, dilakulkan pelrulbahan dan pelmbarulan 

melngelnai Pokok-pokok Organisasi Kelmelntelrian Keljaksaan16. Lalul, pelrkelmbangan 

barul yang melnyangkult KeljaksaanRI selsulai delngan pelrulbahan dari Ulndang-Ulndang 

Nomor 15 Tahuln 1961 kelpada Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1991, telntang 

Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. Pelrkelmbangan itul julga melncakulp pelrulbahan 

melndasar pada sulsulnan organisasi selrta tata cara institulsi Keljaksaan yang 

didasarkan pada adanya Kelpultulsan Prelsideln No. 55 tahuln 1991 telrtanggal 20 

Novelmbelr 1991.17 

a. Pada Masa Relformasi 

Masa Relformasi hadir ditelngah gelncarnya belrbagai sorotan telrhadap pelmelrintah 

Indonelsia selrta lelmbaga pelnelgak hulkulm yang ada, khulsulsnya dalam pelnanganan 

Tindak Pidana Korulpsi. Karelna itullah, melmasulki masa relformasi Ulndang – ulndang 

telntang Keljaksaan julga melngalami pelrulbahan, yakni delngan diulndangkannya 

Ulndang - Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 ulntulk 

melnggantikan Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1991. Kelhadiran u lndang-ulndang 

ini disambult gelmbira banyak pihak lantaran dianggap selbagai pelnelgu lhan elksistelnsi 

Keljaksaan yang melrdelka dan belbas dari pelngarulh kelkulasaan pelmelrintah, maulpuln 

pihak lainnya. 

Dalam Ulndang-Ulndang No.16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) 

ditelgaskan bahwa “Keljaksaan R.I. adalah lelmbaga pelmelrintah yang mellaksanakan 

kelkulasaan nelgara dalam bidang pelnulntu ltan selrta kelwelnangan lain belrdasarkan 

ulndang-ulndang”. Keljaksaan selbagai pelngelndali prosels pelrkara (Dominuls Litis), 

melmpulnyai kelduldulkan selntral dalam pelnelgakan hulkulm, karelna hanya institulsi 

Keljaksaan yang dapat melnelntulkan apakah sulatul kasuls dapat diajulkan ke l 

Pelngadilan atau l tidak belrdasarkan alat bulkti yang sah melnulrult Hulkulm Acara 

 
16 Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.(Jakarta : PT 

Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 69-70 
17 Kejaksaan Republik Indonesia. ”Sejarah”, 

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022, pukul 

23.20). 
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Pidana. Disamping selbagai pelnyandang Dominuls Litis, Keljaksaan ju lga melrulpakan 

satul-satulnya instansi pellaksana pultulsan pidana (elxelcultivel ambtelnaar). Karelna 

itullah, Ulndang-Ulndang Keljaksaan yang barul ini dipandang lelbih kulat dalam 

melneltapkan kelduldulkan dan pelran Keljaksaan RI selbagai lelmbaga nelgara 

pelmelrintah yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara di bidang pelnulntu ltan. 

Melngacul pada UlUl telrselbult, maka pellaksanaan kelkulasaan nelgara yang dielmban 

olelh Keljaksaan, haruls dilaksanakan selcara melrdelka. Pelnelgasan ini telrtulang dalam 

Pasal 2 ayat (2) UlUl No. 16 Tahuln 2004, bahwa Keljaksaan adalah lelmbaga 

pelmelrintah yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara di bidang pelnu lntultan selcara 

melrdelka. Artinya, bahwa dalam mellaksanakan fulngsi, tulgas dan welwelnangnya 

telrlelpas dari pelngarulh kelkulasaan pelmelrintah dan pelngarulh kelku lasaan lainnya. 

Keltelntulan ini belrtuljulan mellindulngi profelsi jaksa dalam mellaksanakan tulgas 

profelsionalnya. 

UlUl No. 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan R.I. julga tellah melngatulr tulgas dan 

welwelnang Keljaksaan selbagaimana ditelntu lkan dalam Pasal 30, yaitu l : 

Sellain itul, Pasal 31 UlUl No. 16 Tahuln 2004 melnelgaskan bahwa Keljaksaan dapat 

melminta kelpada hakim ulntulk melneltapkan selorang telrdakwa di rulmah sakit ataul 

telmpat pelrawatan jiwa, ataul telmpat lain yang layak karelna belrsangkultan tidak 

mampul belrdiri selndiri ataul diselbabkan olelh hal - hal yang dapat melmbahyakan 

orang lain, lingkulngan ataul dirinya selndiri. Pasal 32 UlndangUlndang No. 16 Tahuln 

2004 telrselbult melneltapkan bahwa di samping tulgas dan welwelnang telrselbult dalam 

ulndang - ulndang ini, Keljaksaan dapat diselrahi tulgas dan welwelnang lain 

belrdasarkan ulndang-ulndang. Sellanjultnya Pasal 33 melngatulr bahwa dalam 

mellaksanakan tulgas dan welwelnangnya, Keljaksaan melmbina hulbulngan Kelrjasama 

delngan badan pelnelgak hokulm dan keladilan selrta badan nelgara ataul instansi 

lainnya. Kelmu ldian Pasal 34 melneltapkan bahwa Keljaksaan dapat melmbelrikan 

pelrtimbangan dalam bidang hulkulm kelpada instalasi pelmelrintah lainnya. 

Pada masa relformasi pulla Keljaksaan melndapat bantulan delngan hadirnya belrbagai 

lelmbaga barul ulntulk belrbagi pelran dan tanggulngjawab. Kelhadiran lelmbaga-

lelmbaga barul delngan tanggulngjawab yang spelsifik ini melstinya dipandang positif 

selbagai mitra Keljaksaan dalam melmelrangi korulpsi. 
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Ulpaya pelmbelrantasan korulpsi suldah dilakulkan seljak dullul delngan pelmbelntulkan 

belrbagai lelmbaga. Kelndati belgitul, pelmelrintah teltap melndapat sorotan dari waktul 

kel waktul seljak relzim Ordel Lama. Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi yang 

lama yaitul UlUl No. 31 Tahuln 1971, dianggap kulrang belrgigi selhingga diganti 

delngan UlUl No. 31 Tahuln 1999. Dalam UlUl ini diatulr pelmbulktian telrbalik bagi 

pellakul korulpsi dan julga pelmbelrlakulan sanksi yang lelbih belrat, bahkan hulkulman 

mati bagi korulptor. Bellakangan UlUl ini julga dipandang lelmah dan melnyelbabkan 

lolosnya para korulptor karelna tidak adanya Atulran Pelralihan dalam UlUl telrselbult. 

Polelmik telntang kelwelnangan jaksa dan polisi dalam mellakulkan pelnyidikan kasuls 

korulpsi julga tidak bisa disellelsaikan olelh UlUl ini. 

Akhirnya, UlUl No. 30 Tahuln 2002 dalam pelnjellasannya selcara telgas melnyatakan 

bahwa pelnelgakan hulkulm dan pelmbelrantasan korulpsi yang dilakulkan selcara 

konvelnsional sellama ini telrbulkti melngalami belrbagai hambatan. Ulntulk itul, 

dipelrlulkan meltodel pelnelgakan hokulm lu lar biasa mellaluli pelmbelntulkan selbulah 

badan nelgara yang melmpulnyai kelwelnangan lulas, indelpelndeln, selrta belbas dari 

kelkulasaan manapuln dalam mellakulkan pelmbelrantasan korulpsi, melngingat korulpsi 

suldah dikatelgorikan selbagai elxtraordinary crimel.  

UlUl No. 30 Tahuln 2002 melngamanatkan pelmbelntulkan pelngadilan Tindak Pidana 

Korulpsi yang belrtulgas dan belrwelnang melmelriksa dan melmultuls tindak pidana 

korulpsi. Selmelntara ulntulk pelnulntultannya, diajulkan olelh Komisi Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi (KPK) yang telrdiri dari Keltula dan 4 Wakil Keltula yang 

masing - masing melmbawahi elmpat bidang, yakni Pelncelgahan, Pelnindakan, 

Informasi dan Data, Pelngawasan intelrnal dan Pelngadulan masyarakat. 

Dari kel elmpat bidang itul, bidang pelnindakan belrtulgas mellakulkan pelnyidikan dan 

pelnulntultan. Telnaga pelnyidiknya diambil dari Kelpolisian dan Keljaksaan RI. 

Selmelntara khulsuls ulntulk pelnulntultan, telnaga yang diambil adalah peljabat fulngsional 

Keljaksaan. Hadirnya KPK melnandai pelru lbahan fulndamelntal dalam hulkulm acara 

pidana, antara lain di bidang pelnyidikan.18 

 
18 Kejaksaan Republik Indonesia. ”Sejarah”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_ 

kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022, pukul 23.30) 
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B. Pengertian Jaksa 

1. Pelngelrtian Jaksa Dari Sisi Eltimologi Bahasa 

Pelngelrtian jaksa dari sisi eltimologi, melnulrult konselp pelmikiran R.Trelsna, antara 

lain melnyatakan bahwa nama Jaksa ataul Yaksa belrsala dari India dan gellar itul di 

Indonelsia, suldah bisa mellakulkan pelkelrjaan yang sama.19 

Delngan mellihat relfelrelnsi belbelrapa konselp melngelnai pelngelrtian jaksa selcara 

eltimologi bahasa maka ditelmulkan belrmacam selbultan ataul nomelnklatulr ulntulk 

“jaksa” di zaman modelrn selkarang ini, belrgantulng kelpada yulridiksi pelnulntultan 

yang belrsangku ltan. Di Aulstria dan Jelrman, yang dimaksuld Staatsanwalt (Pelngacara 

Nelgara) adalah keljaksaan. Procelrelulr del la Relpulbliqulel (Prokol Relpulblik) adalah 

selbultan jaksa di Pelrancis ulntk Kelpala Keljaksaan Wilayah. Seldangkan di Bellgia, 

karelna belrbelntu lk kelrajaan, selbultannya adalah Proculrelulr dul Roi (Prokol Raja). Di 

Bellanda, jaksa adalah Officelr van Julsticel (Pelrwira Juldisial), kelpalanya diselbult 

Hoofdofficielr van julstitiel. Skotlandia (UlK) dinamai Proculrator Fiscal (Prokol 

Fiskal). Di Spanyol, jaksa adalah Proculrador (Prokol) ataul Fiscal (Fiskal, 

digulnakan julga di Filipina). Di Italia melnjadi Proculratorel (Prokol). Di Inggris, 

Crown Proselcu ltor (Pelnulntult Mahkota ataul Pelnulntult Kelrajaan) adalah selbultan 

ulntulk Jaksa. Seldangkan dibelbelrapa nelgara di Elropa Timulr dan Rulsia jaksa adalah 

Prokulratulra (Prokol). 

Pelnyelbultan bagi jaksa di Amelrika Selrikat lelbih belrvariasi. Satul diantaranya, sangat 

popullelr dalm film-film Hollywod, yaitul “DA”, singkatan dari District Attornely 

(Jaksa Wilayah) ulntulk strata bagian. Dikelnal pulla selbultan Commonwelalth Attornely 

(Jaksa Pelrselmakmulran, misalnya di Nelgara Bagian Pelnnsylvania). Seldangkan 

otoritas pelnulntu ltan di strata Feldelral/Nasional adalah UlS Attornely (Jaksa Amelrika 

Selrikat/Jaksa Feldelral), yang selcara kelsellulrulhannya belrjulmlah Selmbilan pullulh 

elmpat orang masing-masing melngelpalai Kantor Keljaksaan Amelrika 

Selrikat/Keljaksaan Feldelral). 

 
19 Ilham Guawan. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : 

Sinar Grafika, 1994), h.41. 
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Belrbelda di Aulstralia, jaksa feldelral diselbult Commonwelalth Attornely (Jaksa 

Pelrselmakmulran). Adapuln Delpulti Pelndakwa Awam (Delpulti Pelnulntult Ulmulm) 

adalah Jaksa di Malaysia yang selbultan dalam bahasa Inggris, seldangkan di 

Relpulblik Singapulra dan Brulneli Darulssalam, yaitul Delpulty Pulblic Proselcultor 

(Delpulti Pelnulntult Ulmulm).20 

Kelmuldian selsu lai delngan lampiran Sulrat Kelpultulsan Jaksa Agulng R.I Nomor : 

KElP—074/JA/7/1978 telntang Keltelrangan Telntang Makna Panji Adhyaksa 

melnyatakan bahwa pelngelrtian Jaksa ialah, “Jaksa asal kata dari Selloka Satya Adhy 

Wicaksana yang melrulpakan Trapsila Adhyaksa yang melnjadi landasan jiwa dan 

raihan cita-cita seltiap warga Adhyaksa dan melmpulnyai arti selrta makna selbagai 

belrikult: 

SATYA: Kelseltiaan yang belrsulmbelr pada rasa juljulr, baik telrhadap Tulhan Yang 

Maha Elsa, telrhadap diri pribadi dan kellularga maulpuln selsama manulsia. 

ADHI: Kelselmpulrnaan dalam belrtulgas dan yang belrulnsulr ultama pelmilikan rasa 

tanggulng jawab baik telrhadap Tulhan Yang Maha Elsa telrhadap kellularga dan 

telrhadap selsama manulsia. 

WICAKSANA: bijaksana dalam tultulr kata dan tingkah lakul khu lsulsnya dalam 

pelnelrapnya kelkulasaan dan kelwelnangannya.21 

a. Pelngelrtian Jaksa Dari Sisi Yulridis 

Di dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana, jaksa adalah peljabat yang 

dibelrikan welwelnang ulntulk belrtindak selbagai pelnulntult ulmulm selrta mellaksanakan 

pultulsan pelngadilan yang tellah belrkelku latan hulkulm teltap. Jadi, jaksa selbagai 

pelnulntult ulmulm belrwelwelnang ulntulk mellakulkan pelnulntultan dan mellaksanakan 

pelneltapan hakim.22 

 
20 RM Surachman dan Jan S.Maringka. Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi 

di Berbagai Negara.(Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 25-26. 
21 Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-074/JA/7/1978, tanggal 17 Juli 

1978. 
22 Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (6) a dan 

b, jo Pasal 13. 
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Pada Ulndang-Ulndang no.16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpu lblik Indonelsia 

julga dijellaskan didalamnya pelngelrtian Jaksa pada Bab I Pelngelrtian, pada poin 1 

dikatakan bahwa, Jaksa adalah peljabat fulngsional yang dibelri welwelnang olelh 

Ulndang-Ulndang ulntulk belrtindak selbagai pelnulntult ulmulm dan pellaksana pultulsan 

pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelku latan hulkulm teltap selrta welwelnang lain 

belrdasarkan ulndang-ulndang. 

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI 

a. Tulgas dan Welwelnang Keljaksaan yang telrdapat dalam Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Acara Pidana diselbultkan dalam pasal 14 yang melnyatakan bahwa, 

Pelnulntult Ulmulm melmpulnyai welwelnang:23 

1. Melnelrima dan melmelriksa belrkas pelrkara pelnyidikan dari pelnyidik ataul 

pelnyidik pelmbantul; 

2. Melngadakan pra pelnulntultan apabila ada kelkulrangan pada pelnyidikan delngan 

melmpelrhatikan keltelntulan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), delngan melmbelri 

peltulnjulk dalam rangka pelnyelmpulrnaan pelnyidikan dari pelnyidik; 

3. Melmbelrikan pelrpanjangan pelnahanan, mellakulkan pelnahanan ataul pelnahanan 

lanjultan dan ataul melngulbah statuls tahanan seltellah pelrkaranya dilimpahkan 

olelh pelnyidik; 

4. Melmbulat sulrat dakwaan; 

5. Mellimpahkan pelrkara kel pelngadilan; 

6. Melnyampaikan pelmbelritahulan kelpada telrdakwa telntang keltelntulan hari dan 

waktul pelrkara disidangkan yang diselrtai sulrat panggilan, baik kelpada telrdakwa 

maulpuln kelpada saksi, ulntulk datang pada sidang yang tellah ditelntulkan; 

7. Mellakulkan pelnulntultan; 

8. Melnultulp pelrkara delmi kelpelntingan hulkulm; 

Selcara telknis, kelwelnangan ini dilaksanakan seltellah ditelrimanya pelmbelrkasan dari 

pelnyidik. Pelrsiapan belrkas diselbult selbagai tahap Prapelnulntultan (Pratult), yaitul 

 
23 Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 14. 
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sampai pelnyelrahan selmula belrkas pelrkara, alat-alat bulkti, dan telrsangka dari pihak 

pelnyidik diselrahkan kelpada Jaksa Pelnulntult Ulmulm. Jika tellah diselrahkan maka 

tanggulng jawab hulkulm dari pelnyidik tellah belralih kel Jaksa Pelnulntu lt Ulmulm. 

b. Tulgas dan Welwelnang Keljaksaan yang telrdapat dalam UlndangUlndang No.16 

Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpu lblik Indonelsia, telrdapat dalam pasal 30 

yang dimana Keljaksaan melmelliki tu lgas dan welwelnang di belbelrapa bidang, 

antara lain :24 

1. Dalam kontelks pidana, dalam pasal 30 ayat (1) Ulndang – Ulndang nomor 16 

Tahuln 2004 melnyelbultkan, keljaksaan melmpulnyai tulgas dan welwelnang : (a) 

mellakulkan pelnulntultan, (b) mellaksanakan pelneltapan hakim dan pultulsan 

pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap, (c) mellakulkan 

pelngawasan telrhadap pellaksanaan pu ltulsan pidana belrsyarat, pultulsan pidana 

pelngawasan, dan kelpultulsan lelpas belrsyarat, (d) mellakulkan pelnyidikan 

telrhadap tindak pidana telrtelntul belrdasarkan ulndangulndang, (el) mellelngkapi 

belrkas pelrkara telrtelntul dan ulntulk itul dapat mellakulkan pelmelriksaan tambahan 

selbellulm dilimpahkan kel pelngadilan yang dalam pellaksanaannya 

dikoordinasikan delngan pelnyidik. 

2. Dalam kontelks pelrdata dan tata ulsaha nelgara, dalam pasal 30 ayat (2) Ulndang-

Ulndang nomor 16 Tahuln 2004 melnyelbultkan, keljaksaan delngan kulasa khulsuls 

dapat belrtindak baik di dalam maulpu ln di lular pelngadilan ulntulk dan atas nama 

nelgara atau l pelmelrintah. 

3. Dalam kontelks kelrtelrtiban dan keltelntraman ulmulm, dalam pasal 30 ayat (3) 

Ulndang - Ulndang nomor 16 Tahu ln 2004 melnyelbultkan, keljaksaan tulrult 

melnyellelnggarakan kelgiatan: (a) pelningkatan kelsadaran hulkulm masyarakat, (b) 

pelngamanan kelbijakan pelnelgakan hu lkulm, (c) pelngawasan pelreldaran barang 

celtakan, (d) pelngawasan aliran kelpelrcayaan yang dapat melmbahayakan 

masyarakat dan nelgara, (el) pelncelgahan pelnyalahgulnaan dan /ataul pelnodaan 

agama, (f) pelnellitian dan pelngelmbangan hulkulm selrta statistik kriminal. 

 
24 Republik Indonesia, Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3). 



27 
 

Sellain tiga poin di atas, Keljaksaan julga melmiliki welwelnang lain, yang 

dinyatakan dalam pasal 31 UlUl No. 16 Tahuln 2004 melnelgaskan bahwa 

Keljaksaan dapat melminta kelpada hakim ulntulk melneltapkan selorang telrdakwa 

di rulmah sakit ataul telmpat pelrawatan jiwa, ataul telmpat lain yang layak karelna 

belrsangkultan tidak mampul belrdiri selndiri ataul diselbabkan olelh hal-hal yang 

dapat melmbahyakan orang lain, lingkulngan ataul dirinya selndiri, sellanjultnya 

Pasal 32 Ulndang-Ulndang No. 16 Tahuln 2004 telrselbult melneltapkan bahwa di 

samping tulgas dan welwelnang telrselbult dalam ulndang-ulndang ini, Keljaksaan 

dapat diselrahi tulgas dan welwelnang lain belrdasarkan ulndang-ulndang, 

kelmuldian Pasal 33 melngatulr bahwa dalam mellaksanakan tulgas dan 

welwelnangnya, Keljaksaan melmbina hulbulngan kelrjasama delngan badan 

pelnelgak hu lkulm dan keladilan selrta badan nelgara ataul instansi lainnya, dan 

Pasal 34 melneltapkan bahwa Keljaksaan dapat melmbelrikan pelrtimbangan 

dalam bidang hulkulm kelpada instalasi pelmelrintah lainnya. 

4. Pelngelrtian Jaksa Pelngacara Nelgara 

Dalam institulsi Keljaksaan Relpulblik Indonelsia telrdapat fulngsi bidang Pelrdata dan 

Tata Ulsaha Nelgara. Khulsuls ulntulk bidang Pelrdata, fulngsi itul ada seljak selbellulm 

Indonelsia melrdelka delngan landasan hulkulm Staatbland Nomor 522 Tahuln 1992. 

Kelbelradaan fulngsi telrselbult ada karelna kelpelrlulan nyata bagi kelgiatan pelmelrintahan 

pada waktul itu l. Di samping kelgiatan yang belrsifat pulblik tidak seldikit kelgiatan 

kelpelrdataan yang dilakulkan pelmelrintah, selhingga ulntulk kelgeliatan pelmelrintah ini 

pelmelrintah selbagai badan hulkulm melmelrlulkan wakil selbagai kulasanya dan 

Keljaksaan ditulnjulk melwakili kelpelntingan pelmelrintah.25 

Selbultan jaksa pelngacara nelgara selcara elksplisit tidak telrcantulm dalam Ulndang-

Ulndang No.16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan, namuln makna “kulasa khulsuls” 

dalam bidang kelpelrdataan delngan selndirinya idelntik delngan “pelngacara”. 

Jaksa Pelngacara Nelgara adalah Jaksa delngan kulasa khulsuls, belrtindak ulntulk dan 

atas nama nelgara ataul pelmelrintah dalam mellaksanakan tulgas dan welwelnang 

Keljaksaan di bidang pelrkara Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara. Selbultan Jaksa 

 
25 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Penngacara 

Negara. 
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Pelngacara Nelgara (JPN) selcara elksplisit tidak telrcantulm dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia dan Ulndang – 

Ulndang selbellu lmnya, yaitul Ulndang - Ulndang Nomor 5 Tahuln 1991 telntang 

Keljaksaan Relpu lblik Indonelsia. Julstrul selcara formal istilah Jaksa Pelngacara Nelgara 

telrmaktulb dalam pasal 32 Ulndang - Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi.26 Jaksa delngan sulrat kulasa khulsuls 

melwakili nelgara belrpelrkara Pelrdata di pelngadilan, dapat diselbult selbagai pelngacara 

ataul advokat. Selbellulmnya yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1991 telntang 

Sulsulnan Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. Namuln, makna 

“kulasa khulsuls” dalam bidang kelpelrdataan delngan selndirinya idelntik delngan 

“pelngacara.” Belrdasarkan asulmsi telrselbu lt, istilah pelngacara nelgara, yang adalah 

telrjelmahan dari landsadvocateln velrsi Staatblad 1922 Nomor 522 Pasal 3 

diselbultkan, dalam sulatul prosels (ataul selngkelta) yang diadili delngan proseldulr 

pelrdata, belrtindak ulntulk Pelmelrintah Indonelsia selbagai pelnanggulng jawab Nelgara 

di Pelngadilan adalah opsir julstitia ataul jaksa.27 

3. Tinjauan Umum Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata 

 

A. Pengertian Hukum Perdata 

Para pakar sarjana hulkulm melmiliki pelngelrtian Hulkulm Pelrdata yang belrbelda-belda, 

antara lain : 

a. Melnulrult Prof. Sulbelkti, S.H., melmiliki pelndapat bahwa Hulkulm Pelrdata dalam 

arti lulas mellipulti selmula hulkulm “privat matelriell”, yaitul selgala Hulkulm Pokok 

yang melngatulr kelpelntingan-kelpelntingan pelrselorangan. 

b. Melnulrult Prof. Dr. Suldikno Melrtoku lsulmo, S.H., melmiliki pelndapat bahwa 

Hulkulm pelrdata adalah hulkulm antarpelrorangan yang melngatulr hak dan 

kelwajiban pelrorangan yang satul telrhadap yang lain di dalam hulbulngan 

kellularga dan di dalam pelrgaullan masyarakat. 

 
26 Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam 

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h.51. 
27 Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara 

dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h. 52 
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c. Melnulrult Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apelldoorn, melmiliki pelndapat bahwa Hulkulm 

pelrdata dalah pelratulran-pelratulran hu lkulm yang objelknya ialah kelpelntingan-

kelpelntingan khulsuls dan yang soal akan dipelrtahankannya ataul tidak, 

diselrahkan kelpada yang belrkelpelntingan.28 

Maka dapat pelnullis simpullkan bahwa yang dimaksuld Hulkulm pelrdata adalah 

selkulmpullan atu lran yang melngatulr kelwajiban dan hak-hak antar pelrselorangan antar 

satul badan hulku lm delngan badan hulkulm yang lain, yang belrdampak langsulng bagi 

pihak telrkait. 

B. Pembagian Hukum Perdata 

Seljak Romawi kulno, suldah ada pelmbagian hulkulm melnjadi dula, yaitul Hulkulm 

Pulblik dan Hulkulm Privat (Hulkulm Pelrdata). Namuln pada pelmbahasan ini khulsuls 

melmbahas pelmbagian Hulkulm pelrdata saja, maka pelmbagian hulku lm pelrdata jika 

dilihat dari pelngelrtiannya telrbagi atas : 

a. Hulkulm pelrdata dalam arti selmpit, mellipulti sellulrulh pelratulranpelratulran yang 

telrdapat dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata, yaitul : Hulkulm Pribadi, 

Hulkulm Belnda (Hulkulm Harta Kelkayaan), Hulkulm Kellularga, Hulkulm Waris, 

Hulkulm Pelrikatan selrta Hulkulm Pelmbulktian dan Dalulwarsa. 

b. Hulkulm pelrdata dalam arti lulas, mellipulti sellulrulh pelratulran-pelratulran yang 

telrdapat dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata, Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Dagang, belrselrta pelratulran u lndang-ulndang tambahan lainnya (selpelrti 

Hulkulm Agraria, Hulkulm Adat, Hulkulm Islam, dan Hulkulm Pelrbu lrulhan). 

c. Hulkulm Pelrdata Matelril, adalah atulran-atulran hulkulm yang melngatulr hak-hak 

dan kelwajiban pelrdata. Misalnya, Hulkulm Dagang, Hulkulm Pelrkawinan, 

Hulkulm Waris, Hulkulm Pelrjanjian, dan Hulkulm Adat. 

 
28 PN.H.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia.(Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2017), h.7. 
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d. Hulkulm Pelrdata Formil, adalah atulran-atulran hulkulm yang melngatulr bagaimana 

cara mellaksanakan selrta melmpelrtahankan hak-hak dan kelwajiban-kelwajiban 

pelrdata (Hu lkulm Pelrdata Matelril), misalnya Hulkulm Acara Pelrdata.29 

C. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Dalam pellaksanaan hulkulm pelrdata matelril maka dipelrlulkan rangkaian atulran-

atulran hulkulm yang melnelntulkan dan melngatulr cara mellaksanakan hak-hak dan 

kelwajiban-kelwajiban dalam hal tulntultan hak. Pelratulran inilah yang diselbult selbagai 

hulkulm acara pelrdata. 

Hulkulm acara pelrdata adalah pelratulran hu lkulm yang melngatulr bagaimana caranya 

melnjamin ditaatinya hulkulm pelrdata matelril delngan pelrantaraan hakim 

(pelngadilan).30 Hulkulm pelrdata julga dapat diartikan selbagai sulatul atulran yang 

melngatulr bagaimana melngajulkan sulatu l pelrkara pelrdata telrhadap pelngadilan 

pelrdata.31 

Lelbih konkrelt lagi, dapat dikatakan bahwa hulkulm acara pelrdata melngatulr telntang 

bagaimana caranya melngajulkan tulntultan hak, melmelriksa selrta melmultulskan dan 

pellaksanaan daripada pultulsannya. Tulntu ltan hak dalam hal ini tidak lain adalah 

tindakan yang belrtuljulan melmpelrolelh pelrlindulngan hulkulm yang dibelrikan olelh 

pelngadilan ulntulk melncelgah eligelnrichting ataul tindakan melnghakimi selndiri. 

Tindakan melnghakimi selndiri melrulpakan tidakan ulntulk mellaksanakan hak 

melnulrult kelhelndaknya selndiri yang belrsifat selwelnang-welnang tanpa pelrseltuljulan 

dari pihak lain yang belrkelpelntingan, selhingga akan melnimbullkan kelrulgian. Olelh 

karelna itul, tindakan melnghakimi selndiri ini tidak dibelnarkan, dalam hal ini kita 

helndak melmpelrjulangkan ataul mellaksanakan hak kita.32 

 

 

 
29 PN.H.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia.(Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2017), h.8-9. 
30 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen 

Ligitasi.( Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.2 
31 Prodjodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata.(Bandung : Penerbit Sumur), h.7. 
32 Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata.(Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 7. 
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D. Sumber Hukum Acara Perdata 

Sulmbelr hulkulm acara pelrdata telrselbar dalam belrbagai keltelntu lan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan dan yulrispruldelnsi yang dapat di kelmulkakan selbagai belrikult : 

a. HIR (Helt Helrzielnel Indonelsisch Relglelmelnt) ataul Relglelmelnt Indonelsia 

dipelrbaruli, S. 1848 No.16 jo. S.1941 No.44. Pelratulran ini khulsu ls daelrah Jawa 

dan Madulra. 

b. RBg. (Relchtsrelglelmelnt Bulitelngelwelsteln) ataul Relglelmelnt Daelrah Selbelrang, 

S.1972 No.227. Pelratulran ini ulntulk daelrah lular Jawa dan Madu lra. 

c. Rv. (Relglelmelnt op del Bulrgelrlijkel Relchtsvordelring) S.1874 No 52 jo. S.1849 

No.63. Pelratulran ini selbelnarnya belrlakul ulntulk pelngadilan Raad van Julstitiel 

yang dikhu lsulskan bagi golongan Elropa, selhingga saat ini selbelnanrnya suldah 

tidak belrlakul lagi, namuln dalam belbelrapa hal teltap dijadikan peldoman dalam 

praktik apabila keltelntulan dalam HIR/RBg. Tidak melmbelrikan pelngatulran. 

d. B.W. (Bulrgelrlijk Weltboelk) Bulkul IV telntang Pelmbulktian dan Keldalulwarsa. 

e. UlUl No. 20 Tahuln 1947 telntang Banding ulntulk Daelrah Jawa dan Madulra. 

f. UlUl No. 48 Tahuln 2009 telntang Kelku lasaan Kelhakiman. 

g. UlUl No. 3 Tahuln 2009 jo. UlUl No. 5 Tahuln 2004 jo. UlUl No.14 Tahuln 1985 

telntang Mahkamah Agulng. 

h. UlUl No. 8 Tahuln 2004 jo. UlUl No. 2 Tahuln 1986 telntang Pelradilan Ulmulm. 

i. Yulrispruldelnsi-yulrispruldelnsi telntang Hulkulm Acara Pelrdata. 

j. Doktrin-doktrin yang dikelmulkakan olelh para sarjana. 

E. Asas-asas Hukum Acara Perdata 

Dalam prosels pelnelgakan hulkulm pelrdata mellaluli hulkulm acara pelrdata melnulrult 

keltelntulan hulku lm acara pelrdata telrdapat asas hulkulm acara pelrdata, yaitul : 

a. Hakim Belrsifat Melnulnggul 

Asas ini melnelntulkan bahwa dalam pellaksanaannya, inisiatif ulntu lk melngajulkan 

tulntultan hak kelpelrdataan diselrahkan selpelnulhnya kelpada yang belrkelpelntingan. Jadi 

apakah akan ada prosels ataul tidak, apakah julstrul pelrkara ataul tulntultan hak itul akan 

diajulkan ataul tidak, selpelnulhnya diselrahkan kelpada pihak yang belrkelpelntingan. 

Ulntulk itul belrlakul adagiulm juldelx nel proceldat elx officio, apabila tidak ada gulgatan, 

maka disitul tidak ada hakim. 
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Jadi yang melngajulkan tulntultan hak ialah pihak yang belrkelpelntingan, seldang hakim 

belrsifat melnulnggul datangnya tulntultan hak yang diajulkan kelpadanya, akan teltapi 

selkali pelrkara diajulkan kelpadanya, hakim tidak bolelh melnolak ulntulk melmelriksa 

melngadilinya, selkalipuln delngan dalih bahwa hulkulm tidak ataul kulrang jellas. 

Larangan ulntulk melnolak melmelriksa pelrkara diselbabkan anggapan bahwa hakim 

tahul akan hulku lmnya (iuls culria novit), kalaul selkiranya ia tidak dapat melnelmulkan 

hulkulm telrtullis maka ia wajib melnggali, melngikulti dan melmahami nilai-nilai 

hulkulm yang hidulp dalam masyarakat. 

b. Hakim Belrsifat Pasif 

Hakim dalam melmelriksa pelrkara belrsifat pasif dalam arti bahwa rulang lingkulp atau l 

lulas pokok selngkelta yang diajulkan kelpada hakim ulntulk dipelriksa pada asasnya 

ditelntulkan olelh para pihak yang belrpelrkara dan bulkan olelh hakim, hakim tidak 

dapat melmpelrlu las ataulpuln melngulrangi pokok selngkelta yang diajulkan olelh pihak 

yang belrpelrkara. Disamping itul, para pihak dapat selcara belbas melngakhiri selndiri 

selngkelta yang tellah diajulkan di mulka pelngadilan, seldangkan hakim tidak dapat 

melngahalang-halanginya. Pelngakhiran selngkelta ini dapat belrulpa pelrdamaian atau l 

pelncabultan gulgatan. 

Lelbih lanjult atas pelrkara yang diajulkan di hadapannya, hakim wajib melngadili 

(melmelriksa dan melmbelrikan pelrtimbangan) sellulrulh gulgatan dan dilarang 

melnjatulhkan pultulsan atas pelrkara yang tidak ditulntult ataul melngabullkan lelbih 

daripada yang ditulntult. Kelmuldian atas pultulsan yang dijatulhlan olelh hakim, apakah 

yang belrsangku ltan akan melngajulkan banding ataul tidak itul puln bulkan kelpelntingan 

dari pada hakim. Jadi pelngelrtian pasif di sini hanyal belrarti bahwa hakim tidak 

melnelntulkan lulas daripada pokok selngkelta. 

c. Sifat Telrbu lkanya Sidang 

Sidang pelmelriksaan pelngadilan pada dasarnya telrbulka ulntulk ulmulm, yang belrarti 

bahwa seltiap orang dibolelhkan hadir dan melndelngarkan pelmelriksaan di 

pelrsidangan. Tuljulannya tidak lain ulntulk melmbelri pelrlindulngan hak-hak asasi 

manulsia dalam pelradilan delngan melmpelrtanggulngjawabkan pelmelriksaan yang 

fair, tidak melmihak selrta pultulsan yang adil kelpada masyarakat. 
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Jadi apabila pelmelriksaan dilakulkan selcara telrtultulp ataulpuln pultu lsan diulcapkan 

dalam sidang yang dinyatakan tidak telrbu lka ulntulk, maka akan belrakibat pultulsan 

itul tidak sah dan tidak melmpulnyai kelkulatan hulkulm selrta melngakibatkan batalnya 

pultulsan itul melnulrult hulkulm. Selcara formal asas ini melmbulka kelselmpatan ulntulk 

“social control”. Kelculali apabila ditelmulkan lain olelh ulndang-ulndang belrdasarkan 

alasan yang patult yang dimulat dalam belrita acara yang dipelrintahkan olelh hakim, 

maka pelrsidangan dilakulkan delngan pintul telrtultulp, misalnya dalam pelrkara 

pelrcelraian atau l pelrkara pelrzinaan. 

d. Mellanggar Keldula Bellah Pihak (Auldi elt altelram partelm) 

Keldula bellah pihak yang belrpelrkara di dalam hulkulm acara pelrdata haruls 

dipelrlakulkan sama, tidak melmihak. Bahwa pelngadilan melngadili melnulrult hulkulm 

delngan tidak melmbeldakan orang. Delmikian pulla keldula bellah pihak pelnggulgat dan 

telrgulgat masingmasing dibelri kelselmpatan ulntul melngelmulkakan pelndapatnya. 

Keldula bellah pihak haruls didelngar, hal ini belrarti hakim tidak bolelh melnelrima 

keltelrangan dari salah satul pihak saja. Asas ini melngandulng pulla arti bahwa keldula 

bellah pihak sama-sama belrhak ulntulk melngajulkan alat bulkti di mulka sidang 

e. Pultulsan Haruls Diselrtai Alasan-Alasan 

Selmula pultulsan pelngadilan haruls melmu lat alasan pultulsan yang dijadikan dasar 

ulntulk melngadili. Alasan itul dimaksuldkan selbagai pelrtanggulngjawaban hakim 

daripada pultulsannya telrhadap masyarakat, selhingga olelh karelnanya melmpulnyai 

nilai objelktif. 

Selhingga Mahkamah Agulng dalam pultulsannya pelrnah melnyatakan: 

“Bahwa pultulsan yang tidak lelngkap dan ku lrang culkulp dipelrtimbangkan melrulpakan 

alasan ulntulk kasasi dan haruls dibatalkan.” Kadang-kadang ulntulk 

melmpelrtanggulngjawabkan pultulsan selring julga dicari dulkulngan yulrispruldelnsi dan 

ilmul pelngeltahu lan. 

f. Belracara Dikelnakan Biaya 

Dalam belrpelrkara pelrdata pada asasnya dikelnakan biaya. Biaya ini mellipulti: 

a. Biaya Kelpanitelraan; 
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b. Biaya Panggilan; 

c. Biaya Matelrai. 

Bahkan kalaul para pihak melminta bantulan selorang advokat, maka haruls pulla 

dikellularkan biaya. Bagi melrelka yang tidak mampul ulntulk melmbayar biaya pelrkara, 

dapat melngajulkan pelrkara selcara culma-culma (prodelo) delngan melndapatkan izin 

ulntulk dibelbaskan dari pelmbayaran biaya pelrkara, delngan melngajulkan sulrat 

keltelrangan tidak mampul yang dibulat olelh camat, yang melmbawahkan daelrah 

telmpat yang belrkelpelntingan belrtelmpat tinggal. 

Pelrmohonan pelrkara selcara prodelo akan ditolak olelh pelngadilan apabila pelnggulgat 

telrnyata bulkan orang yang tidak mampul. 

g. Tidak Ada Kelharulsan Melwakilkan 

HIR tidak melwajibkan para pihak ulntulk melwakilkan kelpada orang lain, selhingga 

pelmelriksaan di pelrsidangan telrjadi selcara langsulng telrhadap para pihak yang 

langsulng belrkelpelntingan. Akan teltapi, para pihak dapat dibantul atau l diwakili olelh 

kulasanya kalau l dikelhelndakinya. Delngan delmikian, hakim wajib teltap melmelriksa 

selngkelta yang diajulkan kelpadanya, melskipuln para pihak tidak melwakilkan kelpada 

selorang kulasa. 

Selorang kulasa itul haruls selorang advokat, yang melmpulnyai sulrat izin praktik dan 

belrgellar Sarjana Hulkulm, telrkelculali kelpada pelrkara yang dikulasakan kelpada 

selselorang yang melmpulnyai hulbulngan kellularga (seldarah ataul karelna pelrkawinan) 

ataul melmpulnyai hulbulngan kelrja. 

B. Profil Instansi 

 

1. Deskripsi Instansi 

Program magang kampuls melrdelka adalah kelgiatan yang dilakulkan olelh Ulnivelrsitas 

Lampulng delngan melmbelrikan kelselmpatan kelpada mahasiswa ulntulk 

melngaplikasikan ilmul yang dipelrolelh di pelrkulliahan kel dalam dulnia kelrja selkaliguls 

ulntulk melndapatkan pelngalaman dan keltelrampilan yang melmadai selbellulm 

melmasulki dulnia kelrja. 
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Dalam rangka melnulnjang kelahlian mahasiswa, Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas 

Lampulng melnyeldiakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa ulntulk mellakulkan 

kelgiatan kelrja diselbulah instansi hulkulm sellama kulruln waktul yang ditelntulkan. 

Kelgiatan magang ini julga dapat melnjadi syarat ulntulk melmpelrolelh gellar sarjana 

hulkulm. Syarat paling ultama ulntulk dapat mellaksanakan kelgiatan magang adalah 

selbagai belrikult: 

a. Tellah telrdaftar selbagai mahasiswa minimal selmelstelr 5; 

b. Tellah melnelmpulh minimal 89 sks; 

c. Tellah lulluls dari mata kulliah dasar; 

d. Tellah lulluls sellelksi program magang kampuls melrdelka. 

Kelgiatan magang ini tellah diselsulaikan delngan kulrikullulm program stuldi fakulltas 

hulkulm dan belrdasar pada Ulndang-Ulndang Nomor 12 Tahuln 2012 telntang 

Pelndidikan Tinggi Pasal 5 yang belrbulnyi: 

a. Belrkelmbangnya potelnsi mahasiswa agar melnjadi manulsia yang belriman dan 

belrtakwa kelpada Tulhan Yang Maha Elsa dan belrakhlak; 

b. Mullia, selhat, belrilmul, cakap, krelatif, mandiri, telrampil, kompelteln, dan 

belrbuldaya ulntulk kelpelntingan bangsa; 

c. Dihasilkannya lullulsan yang melngulasai cabang ilmul pelngeltahulan dan/ataul 

telknologi ulntulk melmelnulhi kelpelntingan nasional dan pelngingkatan daya saing 

bangsa; 

d. Dihasilkannya ilmul pelngeltahulan dan telknologi mellaluli pelneltilian yang 

melmpelrhatikan dan melnelrapkan nilai hulmaniora agar belrmanfaar bagi 

kelmajulan bangsa, selrta kelmajulan pelradaban dan kelseljahtelraan ulmat manulsia. 

e. Telrwuljuldnya pelngabdian kelpada masyarakat belrbasis pelnalaran dan karya 

pelnellitian yang belrmanfaat dalam melmajulkan kelseljahtelraan ulmulm dan 

melncelrdaskan kelhidulpan bangsa. 

Belrdasarkan ulraian di atas, pelnullis mellakulkan kelgiatan magang di Keljaksaan 

Tinggi Lampu lng. Dalam melmbulat laporan akhir magang, pelnullis akan 

melnganalisis salah satul pelrkara yang ditangani olelh Jaksa pada Keljaksaan Tinggi 

Lampulng. 
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Keljaksaan Tinggi Lampulng melrulpakan lelmbaga keljaksaan Relpulblik Indonelsia 

delngan wilayah tulgas di provinsi Lampulng. Keljaksaan Tinggi Lampulng dipimpin 

olelh Bapak Nanang Sigit Yullianto, S.H., M.H. yang saat ini belrtulgas selbagai 

Kelpala Keljaksaan Tinggi Provinsi Lampu lng. 

Keljaksaan Tinggi Lampulng melmiliki 6 (elnam) bidang, antara lain:  

• Bidang Pidana Ulmulm; 

• Bidang Pidana Khulsuls; 

• Bidang Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara (TUlN); 

• Bidang Intellijeln; 

• Bidang Pelmbinaan; 

• Bidang Pelngawasan. 

Wilayah yulridiksi Keljaksaan Tinggi Lampulng melnaulngi 17 (tuljulh bellas) keljaksaan 

nelgelri yang telrselbar di Provinsi Lampulng, antara lain: 

• Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng;  

• Keljaksaan Nelgelri Lampulng Barat;  

• Keljaksaan Nelgelri Lampulng Sellatan;  

• Keljaksaan Nelgelri Lampulng Telngah;  

• Keljaksaan Nelgelri Lampulng Timulr;  

• Keljaksaan Nelgelri Lampulng Ultara;  

• Keljaksaan Nelgelri Meltro;  

• Keljaksaan Nelgelri Pelsawaran; 

• Keljaksaan Nelgelri Pringselwul;  

• Keljaksaan Nelgelri Tanggamuls;  

• Keljaksaan Nelgelri Tullang Bawang;  

• Keljaksaan Nelgelri Tullang Bawang Barat; 
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• Keljaksaan Nelgelri Way Kanan; 

• Keljaksaan Nelgelri Melsulji; 

• Cabang Keljaksaan Nelgelri Tanggamu ls di Talang Padang; 

• Cabang Keljaksaan Nelgelri Lampulng Barat di Kruli; 

• Cabang Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng di Pellabulhan Panjang. 

Keljaksaan Relpulblik Indonelsia melrulpakan lelmbaga nelgara yang mellaksanakan 

kelkulasaan nelgara, khulsulsnya di bidang pelnulntultan. Selbagai badan yang belrwelnang 

dalam pelnelgakan hulkulm dan keladilan, Keljaksaan dipimpin olelh Jaksa Agulng yang 

dipilih olelh dan belrtanggulng jawab kelpada Prelsideln. Keljaksaan Agu lng, Keljaksaan 

Tinggi, dan Keljaksaan Nelgelri melrulpakan kelkulasaan nelgara khulsulsnya di bidang 

pelnulntultan, di mana selmulanya melrulpakan satul kelsatulan yang ultulh yang tidak 

dapat dipisahkan. 

 

Logo Keljaksaan melmiliki makna, yaitul: 

Bintang bersudut tiga 

Bintang adalah salah satul belnda alam ciptaan Tulhan Yang Maha E lsa yang tinggi 

leltaknya dan melmancarkan cahaya abadi. Seldangkan julmlah tiga bulah melrulpakan 

pantullan dari Trapsila Adhyaksa selbagai landasan keljiwaan warga Adhyaksa yang 

haruls dihayati dan diamalkan. 

Pedang 

Selnjata peldang mellambangkan kelbelnaran, selnjata ulntulk melmbasmi 

kelmulngkaran/kelbathilan dan keljahatan. 

Gambar 1. Logo Kejaksaan 
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Timbangan 

Timbangan adalah lambang keladilan, keladilan yang dipelrolelh mellaluli 

kelselimbangan antara sulratan dan siratan rasa. 

Padi dan Kapas 

Padi dan kapas mellambangkan kelseljahtelraan dan kelmakmulran yang melnjadi 

dambaan masyarakat. 

Seloka “Satya Adi Wicaksana” 

Melrulpakan Trapsila Adhyaksa yang melnjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita 

seltiap warga Adhyaksa dan melmpulnyai arti selrta makna: 

• Satya  : Kelseltiaan yang belrsulmbelr pada rasa juljulr, baik telrhadap 

Tulhan Yang Maha Elsa, telrhadap diri pribadi dan kellularga maulpuln kelpada 

selsama manulsia. 

• Adi  : Kelselmpulrnaan dalam belrtulgas dan yang belrulnsulr ultama, 

belrtanggulngjawab baik telrhadap Tulhan Yang Maha Elsa, telrhadap kellularga dan 

telrhadap selsama manulsia. 

• Wicaksana : Bijaksana dalam tultulr-kata dan tingkah lakul, khulsulsnya 

dalam pelnelrapan kelkulasaan dan kelwelnangannya. 

Makna Tata Warna 

• Warna kulning diartikan lulhulr, kellulhulran makna yang dikandulng dalam 

gambar/lulkisan, kellulhulran yang dijadikan cita-cita. 

• Warna hijaul dibelri arti telkuln, keltelkulnan yang melnjadi landasan 

pelngeljaran/pelraihan cita-cita. 

Visi dan Misi Keljaksaan Relpulblik Indonelsia, yaitul: 

a) Visi 

“Melnjadi lelmbaga pelnelgak hulkulm yang profelsional, proporsional dan akulntabell” 

Adapuln Visi dan Misi dari Keljaksaan Tinggi Lampulng adalah : 
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Penjelasan Visi : 

Keljaksaan selbagai lelmbaga pelnelgak hulkulm yang belrsih, elfelktif, elfisieln, 

transparan, akulntabell, ulntulk dapat melmbelrikan pellayanan prima dalam 

melwuljuldkan su lprelmasi hulkulm selcara profelsional, proporsional dan belrmartabat . 

b) Misi 

1. Melningkatkan pelran Keljaksaan Relpulblik Indonelsia dalam program 

pelncelgahan tindak pidana; 

2. Melningkatkan Profelssionalismel Jaksa Dalam Pelnanganan Pelrkara Tindak 

Pidana; 

3. Melningkatkan Pelran Jaksa Pelngacara Nelgara Dalam Pelnyellelsaian Masalah 

Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara; 

4. Melwuljuldkan Ulpaya Pelnelgakan Hulkulm Melmelnulhi Rasa Keladilan 

Masyarakat; 

5. Melmpelrcelpat Pellaksanaan Relformasi Birokrasi dan Tata Kellola Keljaksaan 

Relpulblik Indonelsia yang Belrsih dan Belbas Korulpsi, Kolulsi dan Nelpotismel. 

Penjelasan Misi : 

a. Melngoptimalkan pellaksanaan fulngsi Keljaksaan dalam pellaksanaa tulgas dan 

welwelnang, baik dalam selgi kulalitas maulpuln kulantitas pelnanganan pelrkara 

sellulrulh tindak pidana, pelnanganan pelrkara Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara, 

selrta pelngoptimalan kelgiatan Intellijeln Keljaksaan, selcara profelsional, 

proposional dan belrmartabat mellaluli pelnelrapan Standard Opelrating Proceldulrel 

(SOP) yang telpat, celrmat, telrarah, elfelktif, dan elfisieln. 

b. Melngoptimalkan pelranan bidang Pelmbinaan dan Pelngawasan dalam rangka 

melndulkulng pellaksanaan tulgas bidang-bidang lainnya, telrultama telrkait delngan 

ulpaya pelnelgakan hulkulm. 

c. Melngoptimalkan tulgas pellayanan pulblik di bidang hulkulm delngan pelnulh 

tanggulng jawab, taat asas, elfelktif dan elfisieln, selrta pelnghargaan telrhadap hak- 

hak pulblik. 

d. Mellaksanakan pelmbelnahan dan pelnataan kelmbali strulktulr organisasi 

Keljaksaan, pelmbelnahan sistelm informasi manajelmeln telrultama 

pelngimplelmelntasian program qulick wins agar dapat selgelra diaksels olelh 
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masyarakat, pelnyulsulnan celtak birul (blulel print), mellaluli tulnjangan kinelrja ataul 

relmulnelrasi, agar kinelrja Keljaksaan dapat belrjalan lelbih elfelktif, elfisieln, 

transparan, akulntabell dan optimal. 

e. Melmbelntu lk aparat Keljaksaan yang handal, tanggulh, profelsional, belrmoral dan 

belreltika gu lna melnulnjang kellancaran pellaksanaan tulgas pokok, fulngsi dan 

welwelnang, telrultama dalam ulpaya pelnelgakan hulkulm yang belrkeladilan selrta 

tulgas-tulgas lainnya yang telrkait.yang belrlandaskan keladilan, kelbelnaran, selrta 

nilai-nilai kelpatultan. 

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang 

Istilah Keljaksaan selbelnarnya suldah ada seljak lama di Indonelsia. Pada zaman 

kelrajaan Hindu l-Jawa di Jawa Timulr, yaitul pada masa Kelrajaan Majapahit, istilah 

dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa suldah melngacul pada posisi dan jabatan 

telrtelntul di kelrajaan. Istilah-istilah ini belrasal dari bahasa kulno, yakni dari kata-kata 

yang sama dalam Bahasa Sanselkelrta. Pelranan Keljaksaan selbagai satul-satulnya 

lelmbaga pelnulntult selcara relsmi difulngsikan pelrtama kali olelh Ulndang-Ulndang 

pelmelrintah zaman pelnduldulkan telntara Jelpang No. 1/1942, yang kelmuldian diganti 

olelh Osamul Selireli No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Elksistelnsi keljaksaan itul 

belrada pada selmula jelnjang pelngadilan, yakni seljak Saikoo Hoooin (pelngadilan 

agulng), Koootooo Hooin (pelngadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pelngadilan 

nelgelri). 

Indonelsia melrdelka pada tahuln 1945, akan teltapi fulngsi telrselbult teltap dipelrtahankan 

dalam Nelgara Relpulblik Indonelsia. Hal itul ditelgaskan dalam Pasal II Atulran 

Pelralihan UlUlD 1945, yang dipelrjellas olelh Pelratulran Pelmelrintah (PP) Nomor 2 

Tahuln 1945. Karelna itullah, selcara yulridis formal, Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. 

tellah ada seljak kelmelrdelkaan Indonelsia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agulstuls 

1945. Dula hari seltellahnya, yakni tanggal 19 Agulstuls 1945, dalam rapat Panitia 

Pelrsiapan Kelmelrdelkaan Indonelsia (PPKI) dipultulskan kelduldulkan Keljaksaan dalam 

strulktulr Nelgara Relpulblik Indonelsia, yakni dalam lingkulngan Delpartelmeln 

Kelhakiman. 

Keljaksaan Relpulblik Indonelsia telruls melngalami belrbagai pelrkelmbangan dan 

dinamika selcara telruls melnelruls selsulai delngan kulruln waktul dan pelrulbahan sistelm 
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pelmelrintahan. Melnyangkult Ulndang-Ulndang telntang Keljaksaan, pelrulbahan 

melndasar pelrtama belrawal tanggal 30 Ju lni 1961, saat pelmelrintah melngelsahkan 

Ulndang-Ulndang Nomor 15 tahuln 1961 telntang Keltelntulan-Keltelntulan Pokok 

Keljaksaan Relpu lblik Indonelsia ulndang-ulndang ini melnelgaskan Keljaksaan selbagai 

alat nelgara pelnelgak hulkulm yang belrtu lgas selbagai pelnulntult ulmulm (Pasal 1), 

pelnyellelnggaraan tulgas delpartelmeln Keljaksaan dilakulkan Melntelri/Jaksa Agulng 

(Pasal 5) dan sulsulnan organisasi yang diatulr olelh Kelpultulsan Prelsideln. Telrkait 

kelduldulkan, tulgas dan welwelnang Keljaksaan dalam rangka selbagai alat relvolulsi dan 

pelnelmpatan Keljaksaan dalam strulktulr organisasi delpartelmeln, disahkan 

UlndangUlndang Nomor 16 tahuln 1961 telntang Pelmbelntulkan Keljaksaan Tinggi. 

Pada masa Ordel Barul ada pelrkelmbangan barul yang melnyangkult Keljaksaan R.I. 

selsulai delngan pelrulbahan dari Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 1961 kelpada 

Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1991, telntang Keljaksaan R.I. Pelrkelmbangan itul 

julga melncakulp pelrulbahan melndasar pada sulsulnan organisasi selrta tata cara institulsi 

Keljaksaan yang didasarkan pada adanya Kelpultulsan Prelsideln Nomor 55 tahuln 1991 

telrtanggal 20 Novelmbelr 1991. Pada masa relformasi, dalam Ulndang-Ulndang No.16 

Tahuln 2004 telntang Keljaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditelgaskan bahwa “Keljaksaan 

R.I. adalah lelmbaga pelmelrintah yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara dalam 

bidang pelnulntu ltan selrta kelwelnangan lain belrdasarkan ulndang-ulndang”. Keljaksaan 

selbagai pelngelndali prosels pelrkara (Dominuls Litis), melmpulnyai kelduldulkan selntral 

dalam pelnelgakan hulkulm, karelna hanya institulsi Keljaksaan yang dapat melnelntulkan 

apakah sulatul kasuls dapat diajulkan kel Pelngadilan ataul tidak belrdasarkan alat bulkti 

yang sah melnulrult Hulkulm Acara Pidana. 

Di samping selbagai pelnyandang Dominuls Litis, Keljaksaan julga melrulpakan 

satulsatulnya instansi pellaksana pultulsan pidana (elxelcultivel ambtelnaar). Pellaksanaan 

kelkulasaan nelgara yang dielmban olelh Keljaksaan, haruls dilaksanakan selcara 

melrdelka. Pelnelgasan ini telrtulang dalam Pasal 2 ayat (2) UlUl No. 16 Tahuln 2004, 

bahwa Keljaksaan adalah lelmbaga pelmelrintah yang mellaksanakan kelkulasaan 

nelgara di bidang pelnulntultan selcara melrdelka. 
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Keljaksaan Tinggi Lampulng telrleltak di Jalan Jaksa Agulng R. Soelprapto Nomor 226, 

Talang, Kelcamatan Tellulkbeltulng Sellatan, Kota Bandar Lampulng, Provinsi 

Lampulng. 

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapuln tulgas pokok dan fulngsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, 

yaitul selbagai belrikult : 

a. Kelpala Keljaksaan Tinggi Lampulng, Melmpulnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Melmimpin dan melngelndalikan Keljaksaan dalam hal mellaksanakan tulgas 

pokok, fulngsi dan welwelnang dari keljaksaan selsulai delngnan lingkulngan 

yang belrsangkultan ulntulk melnciptakan daya gulna dan belrhasil gulna; 

M. Syarif, S.H., 

M.H. 

Asisten Bidang 

Pembinaan 

Dr. Aliansyah, 

S.H., M.H. 

Asisten Bidang 

Intelejen 

 

Mulyadi, S.H., 

M.H. 

Asisten Bidang 

Pidana Umum 

 

Hutamrin, S.H., 

M.H. 

Asisten Bidang 

Pidana Khusus 

 

Ismaya Hera 

Wardanie, S.H., 

M.Hum. 

Asisten Bidang 

Pengawasan 

Muhammad Hari 

Wahyudi, S.H. 

Asisten Bidang 

Perdata dan Tata 

Usaha negara 

 

Bambang Tutuko, S.H., M.H. 

Kepala Bagian Tata Usaha 

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 

Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 

Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum. 

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi 
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2) Belrtanggulngjawab dalam hal pelngellolaan data statistik kriminal selrta 

melnelrapkan pelngelmbangan manajelmeln telknologi informasi di 

lingku lngan Keljaksaan; 

3) Mellakulkan pelnyellidikan, pelnyidikan, pelnulntultan, prapelnulntultan, 

pelmelriksaan, elkselkulsi dan tindakan hulkulm lainnya yang belrdasarkan 

delngan pelratulran pelrulndang - ulndangan selrta kelbijakan yang tellah 

diteltapkan olelh Jaksa Agulng. 

b. Kelpala Tata Ulsaha, melmpulnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Mellaksanakan koordinasi selhingga seltiap satulan kelrja atau l bagian dalam 

Keljaksaan ulntulk dapat telrsinkronisasi dalam tatalaksana ulrulsan keltata 

ulsahaan; 

2) Melnangani sulrat masulk dan sulrat kellular yang belrsifat rahasia; 

3) Melnangani sulrat pelmbelritahulan dimullainya pelnyidikan (SPDP); 

4) Melnangani bidang kelarsipan. 

c. Selksi Intelleljeln, melmpulnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Mellaksanakan kelgiatan intellijeln belrulpa pelngamanan, pelnyellidikan, dan 

pelnggalangan yang belrtuljulan ulntulk melncelgah tindak pidana gulna 

melndu lkulngnya pelnelgakan hulkulm baikbelrulpa prelvelntif maulpuln progrelsif 

dalam bidang pelrtahanan dan kelamanan, politik, elkonomi, idelologi, 

kelulangan dan sosial buldaya. Mellaksanakan selrta melnyellelnggarakan 

keltelrtiban dan keltelntraman selrta kelnyamanan ulmulm. Melnanggullangi 

tindak pidana dan tindak pelrdata selrta tata ulsaha nelgara pada daelrah 

hulkulmnya; 

2) Melmbelrikan dulkulngan intellijeln pada Keljaksaan ulntulk kelbelrhasilan tulgas 

dan welwelnang, mellaksanakan kelrjasama dan koordinasi, melmbelri 

pelmantapan kelsadaran hulkulm telrhadap masyarakat di daelrah hulkulmnya. 

Seldangkan fulngsi dalam melru lmulskan kelbijakan telknis yang belrulpa 

bimbingan dan pelmbinaan pada kelgiatan dan opelrasi intellijeln di 

Keljaksaan. 

d. Selksi Tindak Pidana Ulmulm, melmpulnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Mellakulkan pelngelndalikan, pelmelriksaan tambahan, pelnulntultan, pra 

pelnulntultan, pultulsan pelngadilan dan pelneltapan hakim; 
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2) Melngawasi pidana, pellaksanaan pidana belrsyarat dan pellaksanaan pultulsan 

lelpas belrsyarat ataul tindak hulkulm lainnya dalam hal pelrkara tindak pidana 

ulmulm seldangkan fulngsi dalam pelrulmulsan kelbijakan telknis yang belrulpa 

bimbingan, pelmbinaan dan pelngamanan pada kelgiatan yu lstisial pidana 

ulmulm. 

e. Selksi Tindak Pidana Khulsuls, melmpu lnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Mellakulkan pelngelndalikan kelgiatan pelnyidikan, pelnyellidikan, 

pelmelriksaan tambahan, pelnulntu ltan, prapelnulntultan, pultulsan pelngadilan 

dan pelneltapan hakim yang tellahmelmiliki kelkulatan hulkulm yang teltap. 

f. Selksi Pelrdata Tata Ulsaha Nelgara, melmpulnyai tulgas selbagai belrikult : 

1) Mellaksanakan pelngelndalian dalam kelgiatan pelnelgakan, pelrtimbangan, 

bantulan dan tindakan hulkulm yang lain dalam ulpaya melwakili kelpelntingan 

nelgara, pelmelrintah, BUlMN selrta BUlMD; 

2) Melmbelri pellayanan hulkulm telrhadap masyarakat dalam bidang pelrdata 

dan tata ulsaha nelgara, seldangkan fulngsi dalam pelrulmu lsan kelbijakan 

telknis yang belrulpa bimbingan, pelmbinaan dan pelngamanan pada bidang 

pelrdata dan tata ulsaha nelgara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

A. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digulnakandalam pelnullisan skripsi ini adalah jelnis pelnellitian 

normatif (normativel lelgal relselarh). Pokok kajiannya adalah hulkulm yang 

dikonselpkan selbagai norma ataul kaidah yang belrlakul dalam masyarakat dan 

melnjadi aculan pelrilakul seltiap orang. Selhingga pelnellitian jelnis ini belrfokuls pada 

invelntarisasi hu lkulm positif, asas-asas hulkulm dan doktrin hkulm, pelnelmulan hulkulm 

dalam oelrkara in concelrto, sistelmatika hulkulm, taraf sinkronisasi hulkulm, 

pelrbandingan hulkulm dan seljarah hulkulm.33 Pada pelnellitian ini, pelnullis melngkaji 

Ulndang-Ulndang Keljaksaan melngelnai kelwelnangan jaksa pelngacara nelgara dalam 

pelnyellelsaian pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah. 

2. Pendekatan Masalah 

Pelndelkatan masalah melrulpakan prosels pelmelcahan ataul pelnyellelsaian masalah 

mellaluli tahap-tahap yang tellah ditelntulkan, selhingga melncapai tulju lan pelnellitian. 

Pelnellitian melru lpakan telrjelmahan dari Bahasa Inggris yaitul relselarch, yang belrasal 

dari kata rel (kelmbali) dan to selarch (melncari). Delngan delmikian pelndelkatan 

masalah belrarti melncari kelmbali.34 Pelndelkatan masalah dalam pelnellitian ini 

melnggulnakan pelndelkatan yulridis normatif dan pelndelkatan yulridis elmpiris. 

 
33 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm. 57. 
34 Bambang Sugiyono, 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 

27. 
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Pelndelkatan yulridis normatif dilakulkan gulna melmahami pelrsoalan delngan teltap 

belrada ataul belrlandaskan pada lapangan ataul kajian ilmul hulkulm. Pelndelkatan 

yulridis elmpiris dilakulkan gulna melmpelrolelh keljellasan dari pelmahaman dari 

pelrmasalahan pelnellitian belrdasarkan relalitas yang ada. 

Pelndelkatan masalah selcara yulridis normatif dimaksuldkan ulntulk melmpelrolelh 

pelmahaman telntang pokok bahasan yang jellas melngelnai geljala dan objelk yang 

seldang ditelliti yang belrsifat teloritis belrdasarkan atas kelpulstakaan dan litelratulr yang 

belrkaitan delngan pelrmasalahan yang akan dibahas. Pelnellitian ini bulkanlah 

melmpelrolelh hasil yang dapat diulji mellalu li statistik, teltapi pelnellitian ini melrulpakan 

pelnafsiran sulbjelktif yang melrulpakan pelngelmbangan telori-telori dalam kelrangka 

pelnelmulan ilmiah. Pelndelkatan yulridis elmpiris dilakulkan delngan melnellaah hulkulm 

dalam kelnyataan ataul belrdasarkan fakta yang didapat selcara objelktif di lapangan 

baik belrulpa data, informasi dan pelndapat yang didasarkan pada idelntifikasi hulkulm 

dan elfelktivitas hulkulm yang didapat mellaluli wawancara delngan akadelmisi yang 

melmiliki kompeltelnsi telrkait delngan masalah yang ditelliti. 

3. Sumber Data 

Sulmbelr data adalah selsulatul yang sangat pelnting di dalam pelnellitian. Sulmbelr data 

dalam pelnellitian belrarti sulbjelk dari mana sulatul data dipelrolelh.35 Data yang 

didapatkan akan tidak selsulai delngan pelnellitian apabila telrjadi kelsalahan dalam 

melnggulnakan dan melmahami sulmbelr data. Dalam pelnellitian ini, pelnullis 

melnggulnakan sulmbelr data primelr dan sulmbelr data selkulndelr. 

Sulmbelr data primelr adalah data ultama yang dipelrolelh selcara langsulng dari 

lapangan pelnellitian delngan mellakulkan wawancara kelpada narasulmbelr yaitul Jaksa 

pada Keljaksaan Tinggi Lampulng di Bagian Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara. 

Data selkulndelr adalah data yang dipelrolelh dari belrbagai bahan hulkulm yang 

belrhulbulngan delngan pelnellitian, data selkulndelr telrdiri dari bahan hulkulm primelr, 

bahan hulkulm selkulndelr dan bahan hulkulm telrsielr. 

 
35 Abdulkadir Muhammad, 2004. Op.Cit. hlm. 60. 
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a. Bahan hulkulm primelr melrulpakan bahan hulkulm yang belrsifat aultoritatif dan 

melmiliki otoritas.36 Bahan hulkulm primelr mellipulti pelratulran pelrulndang-

ulndangan dan selgala dokulmeln relsmi yang melmulat keltelntulan hulkulm. Bahan 

hulkulm primelr yang digulnakan dalam pelnellitian ini telrdiri dari: 

1) Ulndang Ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945; 

2) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata; 

3) Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2014 telntang Keljaksaan Relpulblik 

Indonelsia; 

4) Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2021 telntang pelrulbahan atas Ulndang-

Ulndang Nomor 16 Tahuln 2014 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia; 

5) Pelratu lran Prelsideln Nomor 38 Tahuln 2010 telntang Organisasi dan Tata 

Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia; 

6) Pelratu lran Prelsideln Nomor 15 Tahuln 2021 telntang pelrulbahan keldula atas 

Pelratu lran Prelsideln Nomor 38 Tahuln 2010 telntang Organisasi dan Tata 

Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia; 

7) Pelratu lran Jaksa Agulng Nomor PElR-006/A/JA/07/2017 telntang Organisasi 

dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia; 

8) Pelratu lran Keljaksaan Nomor 1 Tahuln 2021 telntang pelrulbahan keldula atas 

Pelratu lran Jaksa Agulng Nomor PElR-006/A/JA/07/2017 telntang Organisasi 

dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia; 

9) Pelratu lran Keljaksaan Relpulblik Indonelsia Nomor 7 Tahuln 2021 telntang 

Peldoman Pellaksanaan Pelnelgakan Hulkulm, Bantulan Hulkulm, Pelrtimbangan 

Hulkulm, Tindakan Hulkulm Lain, dan Pellayanan Hulkulm di Bidang Pelrdata 

dan Tata Ulsaha Nelgara. 

b. Bahan hulkulm selkulndelr melrulpakan bahan hulkulm yang dilampirkan delngan 

tuljulan selbagai bahan dulkulng gulna melmbantul dan melmahami, melnganalisis, 

dan melnjellaskan bahan hulkulm primelr. Bahan hulkulm selkulndelr yang digulnakan 

dalam pelnellitian ini belrsulmbelr dari bahan-bahan kelpulstakaan, bulkul-bulkul 

litelratulr hu lkulm, julrnal dan makalah yang ada kaitannya delngan pelnellitian ini. 

c. Bahan hulkulm telrsielr adalah bahan hu lkulm yang digulnakan ulntu lk melnjellaskan 

lelbih rinci telrhadap bahan hulkulm primelr maulpuln bahan hu lkulm selkulndelr 

 
36 Bambang Sugiyono, 2001. Op.Cit. hlm. 42 
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selpelrti Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, artikell-artikell ilmiah, dan bahan-bahan 

lainnya yang belrkaitan delngan masalah yang akan dibahas pada pelnellitian 

ini.37 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseldulr Pelngulmpullan Data 

Pelngulmpullan data dalam pelnellitian ini mellaluli: 

a. Stuldi Pulstaka 

Stuldi Pulstaka adalah telknik pelngulmpullan data mellaluli stuldi pelnellaah telrhadap 

bulkul-bulku l, litelratulr-litelratulr, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hulbulngannya delngan masalah yang akan dipelcahkan. Stuldi kelpulstakaan 

dilakulkan ulntulk melndapatkan telori, doktrin, pelndapat ataul pelmikiran yang 

tellah ditulangkan dalam pelnellitian selbellulmnya.38 

b. Stuldi Lapangan 

Stuldi lapangan melrulpakan salah satul u lsaha yang dilakulkan ulntulk melndapatkan 

data primelr. Pada pelnellitian ini dilakulkan delngan wawancara telrpimpin yaitul 

delngan melngajulkan pelrtanyaan-pelrtanyaan yang belrkaitan delngan 

pelrmasalahan yang ada dalam pelnellitian ini. Pelrtanyaan yang tellah 

dipelrsiapkan kelmuldian diajulkan kelpada pihak-pihak yang belrsangkultan 

delngan maksuld ulntulk melndapatkan data, tanggapan selrta jawaban dari pihak 

yang belrsangkultan. Sellain itul, ulntulk mellelngkapi pelnellitian ini, pelnullis julga 

mellakulkan obselrvasi ulntulk mellelngkapi data-data dan fakta-fakta yang 

belrkaitan delngan pelrmasalahan yang seldang dikaji. 

2. Proseldulr Pelngolahan Data 

Data yang tellah dikulmpullkan kelmuldian diolah agar telrciptanya hasil pelnellitian 

selsulai delngan pokok masalah yang akan dipelcahkan. Meltodel pelngolahan data 

telrdiri dari: 

a. Elvalulasi Data 

Elvalulasi data yaitul prosels pelmelriksaan data melntah yang dikulmpullkan ulntulk 

melndeltelksi kelsalahan dan kellalaian dan ulntulk melmpelrbaiki bila 

dimulngkinkan. Elvalulasi data julga belrarti melnelliti kelmbali data-data yang tellah 

 
37 Ibid, hlm. 112. 
38 Abdulkadir Muhammad, 2004, Op.Cit. hlm. 123 
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dikulmpullkan ulntulk dapat melngeltahu li apakah data yang dimiliki suldah culkulp 

ulntulk melnu lnjang pelnellitian selhingga dapat dilakulkan prosels sellanjultnya. 

b. Velrifikasi Data 

Velrifikasi melnulrult KBBI yaitul pelmelriksaan telntang kelbelnaran laporan, 

pelrnyataan, dan selbagainya. Velrifikasi data dalam pelnellitian melrulpakan sulatul 

prosels ulntu lk melmastikan bahwa data-data yang dipelrolelh belrsifat akulrat dan 

tidak melmiliki kelsalahan selhingga dapat melndulkulng fakta-fakta yang 

ditelmulkan keltika pelnellitian belrlangsu lng. 

c. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitul pelngellompokan data-data selsulai delngan pokok bahasan, 

selhingga akan melmpelrmuldah pelnullis saat prosels sistelmatisasi data. 

d. Sistelmatisasi Data 

Sistelmatisasi data yaitul pelnyulsulnan data-data selcara telratulr ataul sistelmatis 

selhingga melnghasilkan jawaban-jawaban atas pokok pelrmasalahan yang 

telrdapat dalam pelnellitian ini.  

5. Analisis Data 

Seltellah kelsellulru lhan data telrkulmpull dan diolah selcara sistelmatis, maka sellanjultnya 

dilakulkan sulatu l analisis selcara kulalitatif. Analisis data selcara kulalitatif yaitul 

analisis yang tidak melnggulnakan modell statistik dan elkonomeltrik ataul modell-

modell telrtelntul lainnya. Analisis ini telrbatas pada telknik pelngolahan datanya. 

Analisis data melrulpakan prosels tindak lanjult dari pelngolahan data.39 Selcara 

seldelrhana analisis ini diselbult selbagai kelgiatan melmbelrikan tellaah yang dapat 

belrarti melnelntang, melndulkulng dan melngkritik, melnambah ataul melmbelri komelntar 

kelmuldian melmbulat sulatul kelsimpullan telrhadap hasil pelnellitian delngan pikiran 

selndiri dan dibantul olelh telori-telori yang suldah dipellajari.40 

 
39 Iqbal Hasan, 2022. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: 

Ghalia Ikapi. Hlm. 82. 
40 Ibid, hlm. 97. 
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B. Metode Praktik Kerja Lapangan 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Kelgiatan magang kelrja ini dilaksanakan dalam waktul kulrang lelbih elmpat bullan 

telrhitulng mullai tanggal 19 Oktobelr 2022 sampai delngan tanggal 23 Delselmbelr 

2022. Kelgiatan magang kelrja ini dilaksanakan di Keljaksaan Tinggi Lampulng yang 

belralamat di Jl. Jaksa Agulng R.I. R. Soelprapto No. 226, Talang, Kelc.Tellulk Beltulng 

Sellatan, Kota Bandar Lampulng, Lampu lng, 35224. Keljaksaan Tinggi Lampulng 

dipimpin olelh Nanang Sigit Yullianto, S.H., M.H. selbagai Kelpala Keljaksaan Tinggi. 

Pelnelntulan lokasi telrselbult melmpelrtimbangkan bahwa pelnullis ingin melngeltahuli 

lelbih dalam melngelnai praktik belracara selcara langsulng dan bagaimana dulnia 

hulkulm di Indonelsia selrta melndapatkan pelngeltahulan di lular dulnia kelrja 

pelrkantoran. 

2. Metode Pelaksanaan 

 

Kelgiatan Magang Kelrja Keljaksaan Tinggi dibimbing olelh pelmbimbing akadelmik 

sellakul doseln Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng dan pelmbimbing instansi yaitul 

Jaksa pada Keljaksaan Tinggi Lampulng selrta diawasi olelh Doseln Pelmbimbing 

Lapangan (DPL). Pelmbimbing instansi belrpelran selbagai fasilitator yang 

melmbelrikan informasi selrta data bagi pelselrta magang selsulai delngan topik yang 

tellah dibahas sellama kelgiatan praktelk magang belrlangsulng. Doseln pelmbimbing 

lapangan dalam kelgiatan magang kelrja ini adalah ulntulk melmastikan pelselrta 

magang tellah mellakulkan praktelk kelgiatan magang selsulai delngan proseldulr atau l 

pelratulran yang tellah diteltapkan, mellakulkan monitoring selrta melmbelrikan elvalulasi 

telrhadap pellaksanaan praktelk magang kelpada mahasiswa. Seldangkan pelran 

pelmbimbing akadelmik selbagai fasilitator dalam bidang akadelmik ulntulk 

melmbelrikan informasi dan data bagi pelselrta magang selsulai delngan kelilmulan 

mellaluli pellaksanaan konsulltasi dan melmbelrikan pelngarahan sellama praktelk 

magang. 

Meltodel pellaksanaan pada kelgiatan magang Melrdelka Bellajar Kampu ls Melrdelka ini 

mellipulti selbagai belrikult: 

a. Praktik Kerja 
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Meltodel pellaksanaan praktik kelrja dilakulkan delngan tuljulan pelselrta magang dapat 

melnelrapkan Tridharma pelrgulrulan tinggi yaitul selsulai delngan bidang pelndidikan, 

pelnellitian selrta pelngabdian. Dalam bidang pelndidikan melmiliki tuljulan ulntulk 

melmpellajari praktik pellaksanaan hulkulm belracara dan pelnanganan pelrkara yang 

dilakulkan olelh Keljaksaan Tinggi Lampulng, khulsulsnya melmpellajari prosels 

pelmbulatan gulgatan, lelgal opinion, belrkas pelrkara, melngikulti meldiasi, pelnanganan 

pelrkara tahap pelnyellidikan, pelnyidikan, pra pelnulntultan, pelmelriksaan, tambahan, 

pelnulntultan, elkselkulsi, dan tindakan hulkulm lain belrdasarkan pelratulran pelrulndang-

ulndangan dan kelbijaksanaan yang tellah diteltapkan olelh Jaksa Agulng sampai 

delngan melnjalankan pultulsan hakim. Pada bidang pelnellitian dilaksanakan keltika 

mahasiswa melncari data, peltulnjulk dan informasi yang dipelrlulkan sellama kelgiatan 

magang. Seldangkan pelngabdian pada kelgiatan praktik magang dipelrolelh dari 

kelaktifan mahasiswa magang ulntulk melnyellelsaikan kelgiatan selsulai delngan 

proseldulr yang tellah diteltapkan instansi mitra magang Melrdelka Bellajar Kampuls 

Melrdelka (MBKM). 

b. Wawancara dan Observasi 

Meltodel wawancara dalam kelgiatan magang kelrja ini dilakulkan ulntulk melndapatkan 

informasi delngan cara belrtanya langsulng kelpada relspondeln ataul konsulltasi kelpada 

jaksa pelmbimbing instansi sellakul fasilitator ulntulk melmbelrikan informasi selsulai 

delngan topik yang tellah dibahas. Sasaran dari pellaksanaan meltodel ini adalah seltiap 

pihak yang dinilai belrpelran langsulng atau l melngeltahuli melngelnai praktik belracara 

pada Keljaksaan Tinggi Lampulng telrultama Bidang Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara. 

Seldangkan obselrvasi adalah pelngamatan selcara langsulng telrhadap objelk yang akan 

ditelliti ulntulk melngulmpullkan data primelr yang dibultulhkan selsulai delngan topik 

yang dibahas olelh pelselrta magang. 

c. Pencatatan Data 

Pelncatatan data yang dilakulkan dalam kelgiatan magang delngan topik pelmbahasan 

Kelwelnangan Jaksa Pelngacara Nelgara Dalam Pelnyellelsaian Pelrkara Pelrdata Ulntulk 

Melwakili Instansi Pelmelrintah Daelrah (Stu ldi Di Keljaksaan Tinggi Lampulng) 

yaitul data primelr dan data selkulndelr. Data primelr dan data selkulndelr melrulpakan 

data yang dikulmpullkan olelh pelselrta magang langsulng dari sulmbelr pelrtama 
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kelmuldian diolah dan digulnakan ulntulk melndulkulng pelmbulatan laporan akhir 

kelgiatan magang Melrdelka Bellajar Kampu ls Melrdelka (MBKM). 

3. Tujuan Magang 

Adapuln tuljulan dari dilaksanakannya praktik magang kelrja adalah selbagai belrikult: 

a. Melningkatkan kompeltelnsi lullulsan, baik soft skills maulpuln hard skills agar 

lelbih siap dan rellelvan delngan kelbultu lhan zaman; 

b. Melnyiapkan lullulsan selbagai pelmimpin masa delpan bangsa yang ulnggull dan 

belrkelpribadian; 

c. Melngelmbangkan potelnsi diri selsulai delngan passion dan bakat yang dimiliki 

saat ini; 

d. Melningkatkan pelngeltahulan, wawasan dan kelmampulan mahasiswa dalam 

mellaksanakan pelkelrjaan selsulai delngan kelahlian yang dimilikinya; 

e. Melnambah pelngalaman yang tidak dipelrolelh pada masa pelrkulliahan. 

4. Manfaat Magang Kerja 

 

Adapuln manfaat kelgiatan magang kelrja adalah selbagai belrikult: 

a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah selbagai sarana latihan dan pelnelrapan ilmul yang 

didapat di pelrkulliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa ulntulk melnambah 

pelngeltahulan, sarana ulntulk belrsosialisasi dan belrintelraksi lelbih baik lagi di 

lingkulngan kelrja, selbagai saran ulntulk melngelmbangkan diri lelbih profelssional dan 

disiplin dalam melnghadapi tulntultan di dulnia kelrja yang selsulnggulhnya, selrta 

selbagai sarana ulntulk melnambah pelngeltahulan, wawasan, dan pelngalaman di dulnia 

kelrja bidang hu lkulm. 

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Delngan adanya program magang ini maka akan melningkatkan ku lalitas lullulsan, 

telrciptanya mahasiswa Fakulltas Hulkulm ulntulk melnjadi telnaga kelrja yang 

belrkulalitas, melnambah pelngeltahulan telntang rulang lingkulp kelrja sulatul instansi, 

melngeltahuli seljaulh mana pelngeltahulan dan krelativitas mahasiswa yang dipelrolelh 

pada masa pelrkulliahan ulntulk ditelrapkan dalam dulnia pelkelrjaan. Melnambah 

konelksitas antara Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng delngan institulsi 
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pelmelrintah, lelmbaga pelmelrintahan, lelmbaga hulkulm dan dulnia ulsaha mellaluli 

pelrjanjian kelrja sama yang diselpakati. 

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung 

Program magang ini akan melnciptakan hulbulngan kelrja sama yang baik antara 

Pelrgulrulan Tinggi Ulnivelrsitas Lampulng delngan Instansi Magang yaitul Keljaksaan 

Tinggi Lampulng. 

 



 
 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan, maka pelnullis melnyimpullkan 

kelwelnangan Jaksa Pelngacara Nelgara dalam melnangani pelrkara pelrdata 

ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah yaitul telrdapat kelwelnangan 

Pelnelgakan Hulkulm, Bantulan Hu lkulm, Pelrtimbangan Hulkulm, Tindakan 

hulkulm lain, Pellayanan Hulku lm. Kelwelnangan Keljaksaan dalam 

pelnyellelsaian pelrkara pelrdata pada keljaksaan Tinggi Lampulng, 

dilaksanakan seltellah pelmbulatan (MoUl) dan dilanjultkan ddalam belntulk 

Sulrat Kulasa delngan pelmelrintah ulntulk diwakilkan. 

2. Melkanismel pellaksanaan tulgas selbagai Jaksa Pelngacara dalam melnangani 

pelrkara Pelrdata ataul Tata Ulsaha Nelgara itul melmiliki pelratu lran dan rulang 

lingkulp telrselndiri yang dimana Kelmelntrian, Lelmbaga atau l Badan Ulsaha 

Milik Nelgara / Badan Ulsaha Milik Daelrah, melngajulkan Sulrat Pelrmohonan 

dan melmbelrikan Sulrat Kulasa Khu lsuls Kelpada Keljaksaan Tinggi Lampulng 

selhingga Kelpala Keljaksaan Tinggi Lampulng melmbelrikan Sulrat Kulasa 

Khulsuls Sulbtitulsi kelpada Asisteln Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara maulpuln 

Jaksa Fu lngsional pada bidang Pelrdata dan Tata Ulsaha Nelgara. Belrdasarkan 

Pelratulran Keljaksaan Relpulblik Indonelsia Nomor 7 Tahuln 2021, 

pelnyellelsaian pelrkara pelrdata yang ditangani olelh Jaksa Pelngacara Nelgara 

di Keljaksaan Tinggi Lampulng dapat dilaksanakan mellaluli cara non litigasi 

dan litigasi. 

3. Hambatan Jaksa Pelngacara Nelgara pada Keljaksaan Tinggi Lampulng dalam 

melnangani pelrkara pelrdata ulntulk melwakili instansi pelmelrintah daelrah 

salah satul faktornya yaitul pelrangkat pelmelrintah daelrah Provinsi Lampulng 

kulrang melmiliki pelngeltahulan akan pelran dan fulngsi JPN bagi kelgiatan 

pelmelrintahan. Belrdasarkan fakta di lapangan banyak julga yang suldah 
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melngeltahuli pelran JPN, namuln julmlahnya tidak lelbih banyak dari pada yang 

masih bellulm melngeltahuli pelran JPN. Kulrangnya pelngeltahulan ASN ini 

diindikasikan selbagai salah satul pelnyelbab fulngsi DATUlN pada Keljaksaan 

Tinggi Lampulng tidak dimanfaatkan olelh pelmelrintah daelrah selcara 

maksimal. 

B. Saran 

1. Pelnullis melnyarankan Instansi Keljaksaan Tinggi Lampulng melningkatkan 

kelmampulan Sulmbelr Daya Manulsia ulntulk Jaksa Pelngacara Nelgara 

Keljaksaan Tinggi Lampulng agar melnambah sarana dan prasarana yang 

akan melnulnjang kelmampulan sulmbelr daya manulsia pada Jaksa Pelngacara 

Nelgara pada Keljaksaan Tinggi Lampulng delngan melmpelrbanyak relfelrelnsi 

bulkul, julrnal, ataulpuln pelnellitian selrta selgala pelratulran pelrulndangulndangan 

yang belrhulbulngan delngan hulkulm pelrdata dan acara pelrdata.  

2. Keljaksaan Tinggi Lampulng melngoptimalkan sosialisasi melngelnai 

kelwelnangan Keljaksaan di bidang Pelrdata delngan melndatangi ataul 

melngulndang Instansi Pelmelrintah, Lelmbaga Nelgara dan Badan Ulsaha Milik 

Nelgara/Badan Ulsaha Milik Daelrah dan melmbelrikan pelnjellasan telntang jasa 

Bantulan Hulkulm telrkait delngan kelwelnangan Keljaksaan dalam bidang 

pelrdata. Keljaksaan mellakulkan pelnelmpatan selcara khulsuls kelpada orang-

orang yang melmang melngulasai bidang pelrdata dan acara pelrdata pada 

jabatan Jaksa Pelngacara Nelgara. 
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